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PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN /PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
INIT PENGOLAH LINGKUP SEXRETARIAT JENDERAL

_ Bagan 1

N

Tahzp Kegistan

f. Menyiapkan xonsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stemgei Paraf koordinasi pada net konsz;
Keputusan/Peraturan

- Menyampaikan net konsep dengan Nota Dinas

!
!
!
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- Menerima, mencatat dan menelaah/mengolah net konsep Kaputusan/
Peraturan.

|- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net ¥orszs

i Keputusan/Peraturan

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekjen dan membubihkar
paraf pada Stempel Paraf Kcordinasi.

- Menyampaikan dengan Nota Dinas

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada stempel paraf koordinasi pada net konsz:
Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada stempel paraf koordinasi dan menandatanzar
Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberikan nomor Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan

- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan
- Menyimpan arsip Keputusan/Peraturan

- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan.

Unit Penyelesaian
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Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

Simbul "Inspection™ yang menunjukkan keglatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

Simbui “Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

sanadi mamaniken konern <urat dan menandatanaani surat

dokumen/proses suatu kegiatan

Simbol "Storage” yaitu kegiatan penyimpanan

Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
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PROSEDUR PENYELESATAN SURAT YANG DITANDATANGANL MENTERI KEHUTANAN
UNIT PENGOLAH  LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL DEPHUT. _ Bagan 3 _
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Keterangan
Menhut eaigd

Koordinasi
- Meayiaskan Naota Dinas Pengantar nat konsep Sekretaris )
. paraf pada Stempel Paraf Koordinasi.
{- Menyampaikan net konsep dengan Nota Dinas

{
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“. Menyiapkan net konsep surat keluar Menhut dan membubuhkan parzf pada Stempet

dan membubunkan

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar Menhut

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep surat keluar
Menhut.

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar net konsep surat keluar Menhut ]

- Menerima Nota Dinas Pengantar Konsep dan net konsep surat keluar enhut
- Memberi nomor Nota Dinas Pengantar net konsep.

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar Menhut

- Membubuhkan paraf pada Stempe! Paraf Koordinasi pada net konsep surat keluar
Menhut.

- Menandatangani net konsep surat keluar Menhut.

- Pemberian nomor surat Menhut

- Penyimpanan arsip surat Menhut

- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas surat keluar Menhut
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Keterangan :
: Simbot "Operation" yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

4 : Simbul "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan

— : Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan
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UNIT PENGOLAH : STAF AHLI MENTERT KEHUTANAN | Bagan § _
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~ i. |- Menyiapkan konsep Kpts/Peraturan dan membubuhkan paraf pada B _ ;
: Stempei Pa-2f Koordinasi : PR e i i | .
v .- Menyiapkan net konsep Not3a Dinas Pengantar net ksnsep dan mamibu- g — 3 . H :
i bubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi ! ! ! ! i | m
i - Menyampaikan net konsep kepada Sekretaris Jenderai dengan potz Dinas : i : ; ” |
i i i ! $ i !
{ & IMenerima dzn mencaiat Notza Dinas Pengantar d2n net konsep Keputusan/ _ S AR ! ! m
Peraturan _ ” s | ) i
t : 1 > B : 3 :
i 3. I- Menerima dar. memeriisa Nota Dinas Penganta: dar net konsan Kap.iu33n : | 53 m ; [
: Peraturarn: : : “ —
: - Memberikan petunjuk penyalesaiar | M . : ;
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i % |- Menerima, mencatat dan menelaah/menyiapkan net konsep Keputusan/Peraturan _ i i
H - Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/ | ! ﬁrm ;
i Peraturan. - i A m
i - Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekjen dan membubuhian n27af w _ :
! pada Stempe! Paraf Koordinasi. ‘ i ¢
- Menyampaikan dengan Nota Dinas Penganizar net konzep ”
‘
5. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan “
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/
Peraturan. _
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani nat
konsep Nota Dinas Pengantar net konsep :
6. |- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep dan net konsep Keputusan/Peraturan @
- Memberikan nomor Nota Dinas Pengantar net konsep
7. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada stempel paraf koordinasi pada net konsep Keputusan/ 5
Peraturan
- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan.
8. |- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan
- Menyimpan arsip Keputusan/Peraturan
- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman
9. |Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan
T !
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(: Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan, q : Simbul "Storage” yaitu kegiatan penyimpanan
penyimpanan dan penyaluran
D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas - : Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu

dokumen/proses suatu kegiatan
@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat
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UNIT PENGOLAH : BIRO/PUSAT LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL . Bagan 7

No.

Tahap Kegiatan

Unit Pengolah
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Biro/Pusat

Biro Hukum
& Organisasi

Sekretaris
Jenderal

: Keterangan
8iro Umum 9

- Menyiapkan konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan
- Menyiapkan Nota Dinas pengantar net konsep

- Membubuhkan paraf pada Stempe! Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar net konsep

- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberi petunjuk penyelesaian

- Menerima, mencatat dan menelaah/menyiapkan net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan
- Menyiapkan net Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar Net Konsep.

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan
- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan

- Menyimpan arsip keputusan/peraturan

- Mengembalikan berkas kepada Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan.
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Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,
penyimpanan dan penyaluran

Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

\Y

: Simbul "Storage" yaitu menunjukkan kegiatan
penyimpanan.

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan




PROSEDUR PENYELESATAN SURAT KEPUTUSAN/PERATURAN PEJABAT ESELON 1
UNIT PENGOLAH TTIEN/DITIEN/BADAN LINGKUP DEPHUT.

No.

Tahap Kegiatan

Unit Pengeiah

Eselon II

Bagian Umum

Bagian
Hukum

Sekretaris
Eselon 1

Pejabat
Eselon |

Keterangan

- Menyiapkan konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan

- Menyampaikan net konsep dengan Ncta Dinas

- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/
Peraturan

- Memberikan petunjuk penyelesaian

- Menerima, mencatat dan menelaah/mengolah net konsep Keputusan,
Peraturan

- Membubuhkan parat pada Parat Koordinasi pada net konsep Keputusan/
Peraturan

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekretaris Eselon I dan
membubuhkan parat pada Stempe! Parat Koordinasi

- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/
Peraturan :

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada Nota Dinas
Pengantar dan net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep dan
menandatangani Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberi nomor Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan.

- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan.

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan

- Menyimpan arsip keputusan/peraturan

- Mengembalikan berkas kepada Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan.
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Keterangan :

(O Simbol "Operation™ yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas —

penyimpanan dan penyaluran

@ Simbul “Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat
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: Simbul "Storage” yaitu menunjukkan kegiatan penyimpanan

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan




PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II

Tahap Keg:atan
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Bagan 11

Unit Pengolah

Eselon I1i

1 Kasubbag TU

Katerangan
Eselon 11

Pejabat Eselon 1i

1. |- Menyiapkan net konsep

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konses
surat keluar

~

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koerdinasi pada net konsep
surat keluar

3. |Menerima dan memeriksa net kansep surat keluar

& RS R L R R
4. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar
- Membubuhkan paraf pada Stempe! Paraf Koordinasi pada net konsep
suratkeluar - -
- Meftandatanganinet konsep surat keluar.
e B - =
S. |- .Pamberan nemar surat keluar
- Menyimpan arsip surat keluar
- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandadn dan pengiriman

PTEE .

6. |Menyimpan berkas surat keluar -
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Keterangan :

O Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

\%
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: Simbul "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan



PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN /PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
INIT PENGOLAH LINGKUP SEXKRETARIAT JENDERAL

[ Bagan 1 ]

N

Tahzp Kegiztan

r. Menyiapkan xonssp Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf koordinasi pada net konss
Keputusan/Peraturan

i~ Menyampaikan net konsep dengan Nota Dinas

- Menerima, mencatat dan menelaah/mengolah net konsep Kaputusan/
Peraturan.

|- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net kensss

i Keputusan/Peraturan

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekjen dan membubuhkar
paraf pada Stempel Paraf Kcordinasi.

- Menyampaikan dengan Nota Dinas

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada stempel paraf koordinasi pada net konsz 3
Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada stempel paraf kcordinasi dan menandatanzani
Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberikan nomor Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan

- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan
- Menyimpan arsip Keputusan/Peraturan

- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan.

Unit Penyelesaian
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Keterangan :
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Simbol “Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

m_uT
<~
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D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas ——»
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Simbui "Inspection Operation”  yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

sanadi mamnnken konern surat dan menandatanaqani surat

- Simbol "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan

dokumen/proses suatu kegiatan

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu




PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT YANG DITANDATANGAMI MENTERI KEHUTANAN

UNIT PENGOLAH LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL DEPHUT. _ Bagan 3
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_ No ahap Kegiatan | siro/Pusat P __ Sexretaris _ Menhut Keterangan
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i i. i- Menyiapkan net konsep surat keluar Menhut dan membubuhkan parzf pada Stempet ” i i ! |
i Koordinasi m i o i ! m
M {- Menyiapkan Nota Oinas Pengantar net konsep Sekretaris Jendera! dan membubunkan ! o 4 { H i
m . paraf pada Stampel Paraf Koordinasi. " { i ] _ ~
m {- Menyampaikan net konsep dengan Nota Dinas i ' w :
e | !

Z. {- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar Menhut | ”

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep surat keluar _ > O
Menhut.

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar net konsep surat keluar Menhut :

3. i- Menerima Nota Dinas Pengantar Konsep dan net konsep surat keluar ienhut
- Memberi nomor Nota Dinas Pengantar net konsep.

4. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar Menhut

- Membubuhkan paraf pada Stempe! Paraf Koordinasi pada net konsep surat keluar
Menhut.

- Menandatangani net konsep surat keluar Menhut.

&

5. |- Pemberian nomor surat Menhut

- Penyimpanan arsip surat Menhut

- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

6. |Menyimpan berkas surat keluar Menhut

B0 O

Keterangan :

Q) Simbot "Operation" yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan, 4 : Simbul "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan
penyimpanan dan penyaluran

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas — : Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu

dokumen/proses suatu kegiatan
@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat




PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN /PERATURAN MENTERI KEFUTANAN

UNIT PENGOLAH : STAF AHLI MENTERI KEXUTANAN
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Tahap Kegiatan

Unit Pengolat
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irc Hukum dan
Organisasi
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Sekretaris
Jenderal

Keterangan
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- Menyiapkan konsep Kpts/Peraturan dan
Stempei Pa-2f Koordinasi

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar net konsep dan mambu-
bubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi

- Menyampaikan net konsep kepada Sekretaris Jenderai dengan fota Dinzas

embubuhkan paraf pada

Menerima dzn mencatat Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/
Peraturan

- Menerima dan memerisa Nota Dinas Pengznta: dar net konsa
Peraturar:
- Memberikan petunjuk penyalesaian

K25.:7u3307

- Menerima, mencatat dan menelaah/menyiapkan net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputuszn/
Peraturan. -

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekijen dan membubuhian pzraf
pada Stempe! Paraf Koordinasi.

- Menyampaikan dengan Nota Dinas Penganiar net konzep

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/
Peraturan.

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani nat
konsep Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep dan net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberikan nomor Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada stempel paraf koordinasi pada net konsep Keputusan/
Peraturan

- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan.

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan
- Menyimpan arsip Keputusan/Peraturan
- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan
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(O : Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi
seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

V

: Simbul "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan



PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN/PERATURAN YANG DITAN

ATANGANI SEXRETARIS JENDERAL

Q: Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

_U Simbul "Inspection® yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

@ Simbul "Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

\%

UNIT PENGOWAH : BIRO/PUSAT LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL . Bagan 7
Unit Pengolah
No. Tahap Kegiatan Biro/Pusat firo:Ufum Biro Hukum Sekretaris Keterangan
. & Crganisasi Jenderal
1. |- Menyiapkan konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan O
- Menyiapkan Nota Dinas pengantar net konsep
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar net konsep
2. {- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/Peraturan &P
- Memberi petunjuk penyelesaian
3. |- Menenma, mencatat dan menelaah/menyiapkan net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan
- Menyiapkan net Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi dan menandatangani Nota Dinas
Pengantar Net Konsep.
2. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan |
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep Keputusan/Peraturan
- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan
3. |- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan
- Menyimpan arsip keputusan/peraturan
- Mengembalikan berkas kepada Unit Pengolah «
- Penggandaan dan Pengiriman
4. |Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan. Q q
xmwmasom: .

: Simbul "Storage" yaitu menunjukkan kegiatan
penyimpanan.

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan




PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN/PERATURAN PEJABAT ESELON I
UNIT PENGOLAH ITJEN/DITIEN/BADAN LINGKUP DEPHUT.

No.

Tahap Kegiatan

Unit Pengaiah

Eselon II

Bagian Umum

Bagian
Hukum

Sekretaris
Eselon 1

Pejabat
Eselon I

Keterangan

- Menyiapkan konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan

- Menyampaikan net konsep dengan Nota Dinas

- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/
Peraturan

- Memberikan petunjuk penyelesaian

- Menerima, mencatat dan menelaah/mengolah net konsep Keputusan,
Peraturan

- Membubuhkan parat pada Parat Koordinasi pada net konsep Keputusan/
Peraturan

- Menyiapkan net konsep Nota Dinas Pengantar Sekretaris Eselon I dan
membubuhkan parat pada Stempel Parat Koordinasi

- Menerima dan memeriksa Nota Dinas Pengantar dan net konsep Keputusan/
Peraturan -

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada Nota Dinas
Pengantar dan net konsep Keputusan/Peraturan

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep dan
menandatangani Nota Dinas Pengantar net konsep

- Menerima Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan
- Memberi nomor Nota Dinas Pengantar net konsep Keputusan/Peraturan

- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep Keputusan/Peraturan
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep
Keputusan/Peraturan.

- Menandatangani net konsep Keputusan/Peraturan.

- Pemberian nomor Keputusan/Peraturan

- Menyimpan arsip keputusan/peraturan

- Mengembalikan berkas kepada Unit Pengolah
- Penggandaan dan Pengiriman

Menyimpan berkas Keputusan/Peraturan.

O

Tl
I

%

VEV

Keterangan :

(: Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas —»

penyimpanan dan penyaluran

@ Simbul “Inspection Operation” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

q : Simbul "Storage” yaitu menunjukkan kegiatan penyimpanan

: Simbul "Transportation” yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan




PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON If

Bagan 11

surat keluar

3. [Menerima dan memeriksa net kansep surat keluar

L

FRCE2 D W D

4. {- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar

- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konse
suratkeluar - © -

- Mertandatanganinet konsep surat keluar.

S. |- Pamberdan nomar surat keluar

- Menyimpan arsip surat keluar

- Mengembalikan berkas ke Unit Pengolah

- Penggandadn dan pengiriman

6. |Menyimpan berkas surat keluar -

m Unit Pengolah
Ne. ! Tahap Keg:atan TR T .1 Kasubbag TU | ) 3 Katerangan
1 Esaici 1v _ tselon IIi Eselon It m Pejabat Eselon [i
v 1 14
1. |- Menyiapkan net konsep —~ ~
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koordinasi pada net konsep St i
surat keluar ! }
2. |- Menerima, memeriksa dan menyetujui net konsep surat keluar f X '
- Membubuhkan paraf pada Stempel Paraf Koerdinasi pada net konsep S {

Keterangan :

O : Simbol "Operation” yaitu proses kegiatan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan,

penyimpanan dan penyaluran

D Simbul "Inspection” yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas

\Y

—_—

@ Simbul "Tnspection Operation™ yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi

seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat

: Simbul "Storage" yaitu kegiatan penyimpanan

: Simbul "Transportation" yang menunjukkan arah suatu
dokumen/proses suatu kegiatan
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f. Penunjukan Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah Tugas
dengan ketentuan :

1) Dalam Surat Perintah Tugas harus disebutkan tugas-tugas yang
dapat dilakukan selama pejabat definitif berhalangan sementara.

2) Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk
mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti :
pembuatan DP-3, penjatuhan disiplin dsb.

3) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan
yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.

4) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa
dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan
jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.

5) Penulisan “Pelaksana Harian” diawali dengan huruf kapital setelah
nama jabatan pejabat yang berhalangan.

Contoh penulisan

Sekretaris Jenderal
Pelaksana Harian

Nama Pejabat
NIP il

@Mewakili
a) “Mewakili” dipergunakan apabila seorang pejabat tidak dapat

melaksanakan tugas kurang dari 7 ( tujuh) hari kerja.

1) Pejabat yang berwenang menunjuk/menetapkan pejabat yang
mewakili adalah:

- Atasan pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas, atau

- Pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas atau atasan pejabat
yang tidak dapat melaksanakan tugas.

2) Pejabat yang ditunjuk mewakili satu tingkat lebih rendah dari pejabat
yang diwakili di lingkungan unit kerjanya.
b) Penunjukan mewakili dibuat dengan Surat perintah Tugas.
) Penulisan kata “Mewakili” diawali dengan huruf kapital di bawah kata
. jabatan yang diwakilinya.

/Contoh ...
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Pelimpahan/pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk menunjang kelan-
caran tugas dan ketertiban jalur komunikasi kedinasan. Pelimpahan/
pendelegasian wewenang tersebut harus mengikuti jalur struktural, paling
banyak hanya dua rentang jabatan struktural di bawahnya, kecuali terdapat
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.

Bentuk Pelimpahan/pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas
adalah sebagai berikut :
1. Ad interim (a.i.)
a. Pelimpahan/pendelegasian wewenang bentuk a.i. berlaku khusus untuk
Menteri Kehutanan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. Tanggung jawab atas tindakan yang mendapat  pelimpahan/
pendelegasian wewenang tetap pada pejabat yang dilimpahkan
wewenangnya.

c. Penggunaan a.i. untuk Menteri Kehutanan penulisannya sbb. :

Menteri Kehutanan a.i.

Nama Pejabat

2. Atas nama (a.n.)

Atas nama dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani
naskah dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. 4,

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Pelimpahan/pendelegasian wewenang tersebut dalam bentuk Surat
Keputusan.

b. Materi wewenang yang dilimpahkan/didelegasikan menjadi tugas/
tanggung jawab pejabat yang mendapat pelimpahan/pendelegasian.

c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada
pada pejabat yang memberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang.

Contoh penulisan :
a.n. Menteri Kehutanan

Sekretaris Jenderal

Nama pejabat
NIP .........

/3. Untuk ...
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4. Pola stempel jabatan Eselon I
a. Tulisan DEPARTEMEN KEHUTANAN
b. Tulisan jabatan Eselon I.
C. Lambang Garuda.

a

b

a 5. Pola stempel jabatan Staf Ahli Menteri
Kehutanan
a. Tulisan Departemen Kehutanan
b. Tulisan Staf Ahli Menteri

Kehutanan

€. Lambang Garuda

b

a

b

6. Pola Stempel Instansi Eselon I
a. Tulisan Departemen Kehutanan
b. Tulisan Instansi Eselon I
Cc. Lambang Garuda.

7. Pola stempel Instansi Eselon II

Tulisan DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tulisan Instansi Eselon I

Tulisan RI

Angka Romawi menunjukkan kode

Eselon I,

€. Angka latin menunjukkan kode
Eselon II sesuai susunan organisasi
pada instansi Eselon I yang
bersangkutan.

a 8. Pola Stempel PUSAT lingkup
Sekretariat Jenderal
a. Tulisan DEPARTEMEN KEHUTANAN
b. Tulisan Instansi/Pusat  lingkup
Sekretariat Jenderal .
. ¢. Tulisan RI.
b s
/9. Pola ...

LN oo
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B. Kertas Naskah Dinas

1.

Naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan digunakan kertas
HVS putih berat 70 ( tujuh puluh) gram ukuran A4 ( 21 x 29,7 cm) untuk
lembar asli dan lembar tembusan.

Penggunaan kertas di atas 70 (tujuh puluh) gram hanya digunakan untuk
jenis-jenis naskah dinas yang karena isinya mempunyai jangka waktu
simpan lama. .
Naskah dinas yang bersifat rutin digunakan kertas HVS warna putih berat
maksimal 70 gram ukuran kuarto/A4 untuk lembar asli dan untuk lembar
tembusan. .

Penggandaan surat dinas mempergunakan kertas HVS warna putih berat
70 gram, kertas duplikator ukuran A4 (21x29,7cm).

Untuk kepentingan tertentu dapat menggunakan kertas dengan ukuran :

A3 Kuarto Ganda ( 297 x 420 mm)

A5 Setengah Kuarto ( 210 x 148 mm )
Folio ( 210 x 330 mm )

Folio Ganda ( 420 x 130 mm).

Khusus untuk naskah dinas yang ditandatangani Menteri Kehutanan
digunakan jenis kertas Conqueror ukuran A4 (21x29,7cm).

C. Amplop Naskah Dinas

%

Amplop naskah dinas lingkup Departemen Kehutanan adalah empat persegi
panjang dengan salah satu ujungnya terbuka.

_ Ukuran amlop naskah dinas dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

a. Ukuran besar = 37,5x28cm
b. Ukuran sedang = 30,5x21cm
c. Ukuran kecil = 26 x10,5cm.

Kertas untuk pembuatan amplop naskah dinas ukuran besar dan ukuran
sedang mempergunakan kertas tahan lama ( bond) dengan warna coklat
muda. Sedang untuk amplop dinas kecil dapat dipakai kertas manila atau
kertas payung dengan warna coklat muda. Khusus untuk naskah dinas
Menteri Kehutanan dan pejabat Eselon I (atas nama Menteri Kehutanan)
digunakan kertas manila warna putih.

Kop pada amlop naskah dinas adalah sesuai dengan kop naskah dinas yang
berlaku untuk Menteri Kehutanan dan masing-masing unit kerja lingkup
Departemen Kehutanan.

/D. Stempel ...
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a.n. Menteri
Kehutanan

a. Ditandatangani
pejabat Eselon I.

b. Ditandatangani
pejabat Eselon II.

c. Ditandatangani
pejabat Eselon III
Pusat

: §

d. Ditandatangani
pejabat Eselon III
Daerah.

Naskah Dinas ditanda-
tangani pejabat Eselon
I

A.n. (atas nama)

Eselon I

a. Ditandatangani
pejabat Eselon II

- Logo Dephut berwarna, di
kiri atas.
- Tulisan :
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Tidak ada alamat instansi

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.
- Tulisan
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Tidak ada alamat instansi

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.
- Tulisan
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Tidak ada alamat instansi.

- Logo Dephut hitam putih di
Kiri atas.

- Tulisan :
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I
- NAMA UPT

- Tidak ada alamat instansi
(UPT)

- Logo Dephut berwarna di kiri
atas.

- Tulisan :
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I

- Tidak ada alamat instansi
(Eselon 1)

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.

- Tulisan :
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I

- Tidak ada alamat instansi
(Eselon I)

-

- Logo Dephut berwarna, di kiri
atas.
- Tulisan :
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Alamat lengkap instansi.

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.
- Tulisan
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Alamat lengkap instansi.

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.
- Tulisan
- REPUBLIK INDONESIA
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- Alamat lengkap instansi.

- Logo Dephut hitam putih di
kiri atas.

- Tulisan
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I
- NAMA UPT

- Alamat lengkap instansi (UPT)

- Logo Dephut berwarna di kiri
atas.

- Tulisan :
- DEPARTEMEN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I

- Alamat lengkap instansi
(Eselon I)

- Logo Dephut hitam putih di kiri
atas.

- Tulisan :
- DEPARTEMEN KEHUTANAN.
- INSTANSI ESELON I

- Alamat lengkap instansi
(Eselon I)
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Kaki Surat terdiri dari : tempat dan tanggal bulan dan tahun ditetapkan
Piagam Penghargaan, nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat
yang menandatangani Piagam Penghargaan, dan di sebelah kiri
bawah pasphoto ( bila diperlukan).

Contoh format Piagam pada Lampiran 32

3. Sertifikat
Format/bentuk Sertifikat adalah sebagai berikut :

al

b.

Kepala Surat terdiri dari logo dan nama instansi, tulisan sertifikat,
nomor dan pejabat yang menetapkan.

Batang Tubuh terdiri dari : nama alamat dll ( identitas pegawai yang
menerima sertifikat), waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan serta
substansi pemberian sertifikat.

Kaki Surat terdiri dari : tempat dan tanggal, bulan dan tahun, nama

jabatan, tanda tangan, nama pejabat, NIP pejabat yang menerbitkan
sertifikat, di sebelah kiri bawah pasphoto (bila diperlukan).

Contoh format Sertifikat pada Lampiran 33

F. Naskah Dinas Elektronis

1.

Produk Teknologi Maju

Format produk teknologi maju adalah jenis surat hasil teknologi maju
sebagai media komunikasi yang dipergunakan dalam administrasi

perkantoran.

Berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain:

a. Telepon

Informasi yang dikomunikasikan melalui telepon baik secara langsung
maupun tidak langsung memerlukan rekaman Kkhusus. Dengan
demikian harus diadakan pencatatan dengan menggunakan formulir
yang diperlukan.

Contoh Format Catatan Berita Telepon pada Lampiran 34.

Faksimile _
Contoh produk teknologi maju lainnya antara lain naskah dinas yang

disampaikan melalui faksimile.
Contoh format penyampaian naskah dinas melalui faksimile pada
lampiran 35.
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8. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
Format/bentuk Surat Pernyataan Menduduki Jabatan adalah sebagai
berikut:
a. Kepala Surat terdiri dari : kop surat, kata "SURAT PERNYATAAN
MENDUDUKI JABATAN" dan nomor.

b. Batang Tubuh terdiri dari :
1) Nama pejabat yang membuat pernyataan, NIP, Pangkat dan

Jabatan.
2) Nama Pejabat yang dinyatakan melaksanakan tugas, NIP, Pangkat,

Jabatan dan subtansi materi pernyataan.
c. Kaki Surat

Kaki Surat terdiri dari : tempat, tanggal, bulan dan tahun, kata "Yang
Membuat Pernyataan”, tanda tangan, nama lengkap, NIP, stempel
instansi/jabatan dan tembusan.

Contoh format Surat Pernyataan Menduduki Jabatan pada Lampiran 28.

D. Laporan
1 Lapéran
Format Laporan adalah sebagai berikut :
a. Kepala terdiri dari kop surat dan JUDUL LAPORAN.

b. Batang tubuh terdiri dari :
1) Pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan,
ruang lingkup dan sistematika laporan.

2) Tugas yang harus dilaksanakan, terdiri atas uraian kegiatan yang
dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan
kegiatan, hambatan yang dihadapi dan hal lain yang perlu

dilaporkan.

3) Kesimpulan dan saran perlu disampaikan sebagai bahan
pertimbangan.

4) Penutup merupakan akhir laporan, memuat harapan dan ucapan
terima kasih.

d. Kaki terdiri dari : tempat dan tanggal pembuatan laporan, nama
jabatan/pejabat yang membuat laporan, tanda tangan nama lengkap
dan NIP.

Contoh format Laporan Berkala pada Lampiran 29.
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c. Kaki Surat terdiri dari :

- tempat dan tanggal dikeluarkan surat kuasa

- nama jabatan yang memberi kuasa dan diberi kuasa

- tanda-tangan yang memberi kuasa dan diberi kuasa

- nama lengkap yang memberi kuasa dan diberi kuasa

- NIP yang memberi kuasa dan diberi kuasa.

- stempel jabatan/instansi ( pada pejabat yang memberi kuasa).
Contoh format Surat Kuasa pada Lampiran 23.

Berita Acara Serah Terima Barang
Format/Bentuk Berita Acara Serah Terima Barang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Surat terdiri dari : kop surat, kata “BERITA ACARA SERAH
TERIMA BARANG"” dan nomor.

b. Batang Tubuh terdiri dari : hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat,
nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan dan alamat yang
membuat berita acara, pernyataan penyerahan dan penerimaan.

c. Kaki Surat
1) Di sebelah kanan terdiri dari : pihak yang menyerahkan barang,
v tanda tangan, nama lengkap, NIP dan stempel instansi.

2) Di sebelah kiri terdiri dari : pihak yang menerima barang, tanda-
tangan, nama lengkap, NIP dan stempel.

3) Di sebelah tengah bawah (bila dianggap perlu) terdiri dari :
mengetahui/menyetujui pimpinan unit kerja, nama jabatan atasan
langsung/terkait pihak pertama, tanda tangan, nama lengkap, NIP
dan stempel instansi.

Contoh format Berita Acara Serah Terima Barang pada Lampiran 24.

Berita Acara Serah Terima Jabatan
Format/bentuk Berita Acara Serah Terima Jabatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Surat terdiri dari : kop surat, kata "BERITA ACARA SERAH
TERIMA JABATAN" dan nomor.

b. Batang Tubuh terdiri dari :
1) Hari, tanggal, bulan dan tahun
2) Nama pejabat, NIP, Pangkat, Jabatan, dan dasar hukum
pengangkatan pihak yang menyerahkan jabatan (PIHAK
PERTAMA).
3) Nama Pejabat, NIP, Pangkat, Jabatan dan dasar hukum
pengangkatan pihak yang menerima jabatan (PIHAK KEDUA).

/c. Kaki ...
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.

5) Bagian Lampiran terdiri dari :

"1) Kepala Surat terdiri dari : Lampiran, nomor dan tanggal

keputusan petunjuk, tulisan/kata "PETUNIUK”, tulisan/kata
"TENTANG” dan judul "PETUNJUK".

2) Batang Tubuh terdiri dari :
- Pendahuluan berisi latar belakang/dasar pemikiran/maksud,

tujuan/ruang lingkup/tata urutan dan pengertian.

- Materi Petunjuk, dan

- Penutup terdiri atas hal yang harus diperhatikan,
penjabaran lebih lanjut dan alamat pembuat pedoman yang
ditujukan kepada para pihak atau mereka yang akan
menyampaikan saran penyempurnaan;

3) Kaki terdiri dari : nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat
yang menetapkan, stempel instansi/jabatan dan salinan.

Contoh format Petunjuk pada Lampiran 18.

3. Naskah Dinas Penugasan/Surat Tugas/Perintah

a. Surat Perintah Tugas
Format/bentuk Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

1) Kepala Surat terdiri dari : kop surat, kata “SURAT PERINTAH
TUGAS”, nomor. .
2) Batang Tubuh terdiri dari : dasar hukum, kata

"MEMERINTAHKAN", isi Surat Perintah Tugas (identitas pejabat
yang diberi perintah, keperluan/waktu, biaya dan pelaporan).

3) Kaki Surat terdiri dari : tempat dan tanggal surat, nama jabatan,
tanda tangan dan nama pejabat yang memberi perintah, NIP,

stempel jabatan/instansi), tembusan.
Contoh format Surat Perintah Tugas pada Lampiran 19.

b. Surat Perintah Mulai Kerja
Format/bentuk Surat Perintah Mulai Kerja adalah sebagai berikut :

1) Kepala Surat terdiri dari : kop surat, tanggal, nomor, lampiran, hal
dan alamat yang dituju.

2) Batang Tubuh
Isi surat (paragraf pembuka, paragraf isi dan paragraf penutup).
3) Kaki surat terdiri dari : nama jabatan, tanda tangan, nama

pejabat, NIP dan stempel jabatan/instansi, tembusan.
Contoh format Surat Perintah Mulai Kerja pada Lampiran 20.

/C. Naskah ...
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j. Prosedur Tetap
Format/bentuk Prosedur Tetap adalah sebagai berikut :

1) Bagian Judul, terdiri dari : kop surat, kata "PERATURAN DAN
NAMA JABATAN"”, nomor peraturan, kata penghubung “TENTANG”
dan "JUDUL PROSEDUR TETAP”.

2) Bagian Pembukaan terdiri dari : nama jabatan pejabat,
menimpang, mengingat, memutuskan dan menetapkan.

3) Bagian Batang Tubuh terdiri dari : memuat ketentuan umum,
materi pokok yang diatur dan ketentuan penutup.

4) Bagian Penutup terdiri dari : tempat (kota sesuai dengan alamat
instansi), tanggal, bulan dan tahun, nama jabatan, tanda-tangan,
nama lengkap pejabat, stempel jabatan/instansi dan salinan.

5) Bagian Lampiran terdiri dari : ;

a) Kepala terdiri dari : Lampiran, nomor dan tanggal keputusan
Prosedur Tetap, tulisan “PROSEDUR TETAP”, kata "TENTANG”
dan rumusan “PROSEDUR TETAP”

b) Batang Tubuh

(1) Pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan diterbitkan Prosedur Tetap, ruang lingkup dan hal
lain yang dipandang perlu serta dasar memuat
peraturan/ketentuan yang dijadikan dasar/landasan
Prosedur Tetap.

(2) Batang Tubuh memuat : dasar penetapan prosedur tetap;
pertimbangan ditetapkan prosedur tetap; dan penetapan
prosedur tetap dan tata cara pelaksanaan kegiatan.

c) Kaki terdiri dari : nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat
yang menetapkan, stempel instansi/jabatan dan salinan.

Contoh format Prosedur Tetap pada Lampiran 16.

2. Naskah Dinas Bimbingan
a. Pedoman
Format/bentuk Pedoman adalah sebagai berikut :

1) Bagian Judul, terdiri dari : kop surat, kata "PERATURAN DAN NAMA
JABATAN”, nomor peraturan, kata penghubung “TENTANG” dan
JUDUL PEDOMAN.

/2) Bagian ..
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5) Bagian Lampiran terdiri dari :

a) Kepala terdiri dari : Lampiran, nomor dan tanggal keputusan
petunjuk pelaksanaan, tulisan "PETUNJUK PELAKSANAAN", kata
“TENTANG” dan rumusan “PETUNJUK PELAKSANAAN"

b) Batang Tubuh

(1) Pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan petunjuk pelaksanaan, ruang lingkup dan hal lain
yang dipandang  perlu serta dasar  memuat
peraturan/ketentuan yang dijadikan  dasar/landasan
petunjuk pelaksanaan; dan

(2) Batang Tubuh materi petunjuk pelaksanaan, dengan jelas
menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi
pengendalian dan hal lain yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan.

c) Kaki terdiri dari : nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat
yang menetapkan, stempel jabatan/instansi dan.

Contoh format Petunjuk Pelaksanaan pada Lampiran 11.

Surat Edaran
Format/bentuk Surat Edaran adalah sebagai berikut :

1) Kepala Surat terdiri dari : kop surat, alamat surat edaran, "SURAT
EDARAN”, nomor surat edaran, kata “TENTANG” dan “JUDUL

SURAT EDARAN".
2) Batang Tubuh : isi surat edaran.

3) Kaki Surat terdiri dari : tempat (kota sesuai dengan alamat
instansi), tanggal bulan dan tahun penetapan surat edaran, nama
jabatan, tanda tangan pejabat, nama pejabat, nomor induk
pegawai, stempel jabatan/instansi pejabat yang menetapkan surat
edaran dan tembusan.

Contoh format Surat Edaran pada Lampiran 12.

Surat Izin
Format/bentuk Surat Izin adalah sebagai berikut :

1) Kepala Surat terdiri dari : kop surat, tanggal surat, kata SURAT
IZIN, dan nomor surat izin.

/2) Batang ...
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2) Bagian Pembukaan terdiri dari : nama jabatan pejabat yang .
menetapkan diakhiri dengan tanda baca koma, menimbang,

mengingat, memutuskan dan menetapkan.

3) Bagian Batang Tubuh terdiri dari : memuat ketentuan umum,
materi pokok yang diatur dan ketentuan penutup.

4) Bagian Penutup terdiri dari :

a) Di sebelah kanan terdiri dari : tempat (kota sesuai dengan
alamat instansi), tanggal, bulan dan tahun penetapan
keputusan bersama, jabatan pejabat yang menetapkan, tanda
tangan, nama lengkap pejabat yang menandatangani (ditulis
dengan huruf kapital) dan stempel jabatan/instansi.

b) Di sebelah kiri : jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,
tanda tangan, nama lengkap pejabat menandatangani (ditulis
dengan huruf kapital), dan stempel jabatan/instansi dan
salinan.

Contoh format Keputusan Bersama pada Lampiran 7

Keputusan
Format/bentuk Keputusan adalah sebagai berikut :
1) Bagian Judul, terdiri dari : kop surat, kata "KEPUTUSAN DAN

NAMA JABATAN", nomor keputusan, kata penghubung “TENTANG” .

dan "JUDUL KEPUTUSAN".

2) Bagian Pembukaan terdiri dari : nama jabatan pejabat,
menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan.

3) Bagian Batang Tubuh terdiri dari : memuat ketentuan umum,
materi pokok yang diatur dan ketentuan penutup.

4) Bagian Penutup terdiri dari : tempat (kota sesuai dengan alamat
instansi), tanggal, bulan ‘dan tahun, nama pejabat yang
menetapkan, tanda tangan, nama lengkap, stempel
jabatan/instansi dan salinan.

Contoh format Keputusan pada Lampiran 8.

Peraturan
Format/bentuk Peraturan adalah sebagai berikut :

1) Bagian Judul, terdiri dari : kop surat, kata "PERATURAN DAN
NAMA JABATAN", nomor peraturan, kata penghubung “TENTANG”
dan JUDUL PERATURAN.

/2) Bagian ...
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b. Batang Tubuh atau isi surat terdiri dari :
1) Pendahuluan, merupakan kalimat pembukaan surat yang berisi
latar belakang, maksud dan tujuan secara singkat dan jelas.
2) Isi atau pokok, menguraikan inti permasalahan surat.
3) Penutup, memuat kalimat penutup.

c. Kaki surat meliputi unsur-unsur : nama jabatan penandatangan, tanda
tangan, nama pejabat penandatangan, NIP, stempel jabatan/instansi,
dan tembusan.

Contoh format surat pada Lampiran 1.

Nota Dinas

Format/bentuk Nota Dinas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Surat meliputi unsur-unsur : kop surat, tanggal, kata “NOTA

DIINAS", nomor, pejabat yang dituju, pejabat pengirim, lampiran dan

hal.

Batang Tubuh ( pendahuluan atau pokok dan penutup ).

c. Kaki Surat meliputi unsur-unsur : nama jabatan penandatangan, tanda
tangan, nama pejabat penandatangan, NIP, stempel jabatan/ instansi,

dan tembusan.
Contoh format Nota Dinas pada Lampiran 2.

o

Memorandum/Memo

Format/bentuk Memorandum/Memo adalah sebagai berikut :

a. Kepala surat meliputi unsur-unsur : Kop surat, tanggal, kata MEMO,

. nomor, pejabat yang dituju, pejabat pengirim, lampiran dan hal.

b. Batang Tubuh (pendahuluan atau pokok dan penutup).

c. Kaki Surat meliputi unsur-unsur : nama jabatan penandatangan, tanda
tangan, nama pejabat penandatangan, NIP, stempel jabatan/ instansi,

dan tembusan.
Contoh format Memo pada Lampiran 3.

Surat Pengantar
Format/bentuk Surat Pengantar adalah sebagai berikut :
a. Kepala Surat terdiri dari : Kop surat, tanggal surat, alamat surat, kata

SURAT PENGANTAR, nomor surat pengantar.
b. Batang Tubuh terdiri dari kolom : nomor urut, jenis surat/barang, hal,

jumlah/banyaknya dan keterangan.

/c. Kaki ...
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Sangat Rahasia ( SRhs)
Naskah Dinas Sangat Rahasia diberikan terhadap naskah dinas yang tmgkat
keamanan isinya tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan

keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan

yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan
negara.

Rahasia (Rhs)

Naskah Dinas Rahasia diberikan terhadap naskah dinas yang tingkat
keamanan isinya berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan
negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau Jatuh ke tangan yang tidak

berhak akan merugikan negara.

Konfidensial (K)
Naskah Dinas Konfidensial diberikan terhadap naskah dinas yang isinya

berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan
secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan
negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan

Terbatas.

. Biasa

Naskah Dinas Biasa diberikan terhadap naskah dinas yang isinya tidak
termasuk dalam butir 1 sampai dengan 3, namun tidak berarti bahwa

. naskah dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak

mengetahuinya.

D. Kecepatan Penyampaian Naskah Dinas

Derajat/kualifikasi naskah dinas dibedakan sebagai berikut :

Pengiriman naskah dinas dengan klasifikasi “Amat Segera/Kilat” dan “Segera

Amat Segera/Kilat
Naskah Dinas yang karena sifatnya mendesak dan amat segera harus

dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam.

Segera
Naskah Dinas yang sifatnya mendesak dan segera harus dikirim/

disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

. Biasa

Naskah dinas yang harus dikirim/disampaikan menurut urut-urutan
diterimanya di bagian pengiriman/ekspedisi dan dikirim menurut perjalanan
waktu caraka/kurir dan harus diselesaikan/dikirim/disampaikan selambat-

lambatnya dalam waktu 5 x 24 jam.

”

harus dibubuhi tanda klasifikasi naskah dinas pada sudut kanan sampul agar
memudahkan bagian pengiriman mengenalinya, sehingga dapat dikirim sesuai
dengan kepentingannya.
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4. Berita Acara
Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses

pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak
dan/atau para saksi.

5. Surat Izin
Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan dari pejabat yang

berwenang kepada badan hukum/kelompok/perseorangan  untuk
melakukan suatu tindakan dalam rangka kedinasan

6. Surat Panggilan
Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada

badan hukum/kelompok/perseorangan atau pihak lain untuk menghadap
kepada pejabat yang terkait dalam rangka kedinasan.

7. Surat Pernyataan Pelantikan
Surat Pernyataan Pelantikan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan
dari seorang pejabat yang menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri
Sipil telah dilantik untuk menduduki suatu jabatan sesuai ketentuan yang

berlaku.

8. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas yang berisi

suatu pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang Pegawai
Negeri Sipil telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan adalah naskah dinas yang berisi
suatu pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang Pegawai
Negeri Sipil telah menduduki suatu jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Laporan
1. Laporan
Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2. Telaahan Staf
Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau
staf yang memuat analisis singkat dan jelas, mengenai persoalan dengan
memberikan jalan keluar/penyelesaian yang disarankan.

" E. Formulir

1. Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah,
untuk mencatat berbagai data dan informasi Formulir dibuat dalam bentuk
kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang
diperlukan.

/2. Piagam ...



b. Keputusan
Keputusan adalah naskah dinas yang bersifat penetapan, memuat

kebijakan pokok Departemen Kehutanan atau kebijakan pelaksanaan
yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum Presiden vyaitu
kebijakan dalam rangka ketatalaksanaan Departemen Kehutanan,
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

¢. Peraturan
Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat

kebijakan pokok Departemen Kehutanan atau kebijakan pelaksanaan
yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

d. Penetapan Angka Kredit (PAK)
Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah penetapan angka yang diberikan
pejabat yang berwenang sebagai hasil penilaian kuantitatif dan
kualitatif atas prestasi yang dicapai oleh pejabat fungsional.

e. Instruksi
Instruksi adalah naskah dinas yang memuat arahan atau perintah

tentang pelaksanakan kebijakan.

f. Petunjuk Pelaksanaan
Petunjuk Pelaksanaan adalah naskah dinas yang memuat cara

pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya.

g. Surat Edaran
Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan

tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

h. Pengumuman
Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang

ditujukan kepada semua pegawai Departemen Kehutanan atau
perorangan dan golongan di dalam atau di luar Departemen

Kehutanan.

i. Prosedur Tetap ( Protap)
Prosedur Tetap (Protap) adalah naskah dinas yang memuat

serangkaian petunjuk pimpinan tentang cara serta urutan suatu
kegiatan operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti oleh
individu pejabat atau unit organisasi tertentu.

2. Naskah Dinas Bimbingan

a. Pedoman
Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat
umum lingkup Departemen Kehutanan yang dijabarkan ke dalam
petunjuk operasional/teknis dan penerapannya.

/b. Petunjuk ..



3. Prinsip Prioritas

Pada dasarnya semua naskah dinas harus diselesaikan dengan sebaik-
~ baiknya, namun demikian karena, naskah dinas mempunyai derajat dan
' sifat yang berbeda, maka dalam pengurusannya harus disesuaikan dengan
derajat dan sifat naskah dinas tersebut. ' ,

Prinsip Keamanan
Semua naskah dinas harus dijaga keamanan baik fisik * maupun

informasinya. Tingkat keamanan naskah dinas dibedakan naskah dinas
biasa dan naskah dinas rahasia. Naskah dinas biasa pehgurusannya sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan sedangkan naskah dinas rahasia
' pengurusannya diatur secara khusus. ' ‘ ' ' '

. Prinsip Prosedural -

Setiap naskah dinas harus - diselesaikan menurﬁt prbsedﬁr yahg telah
ditentukan. : : : :



2. Tujuan
Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanari bertiijuan  untuk
memperoleh kelancaran komunikasi kedinasan yang berhasilgunz dan
berdayaguna dalam pelaksanaan tugas Departemen Kehutznan.
C. Sasaran

1. Tercapainya kesamaan pengertian bahasa dan penafsiiar  seta

v

penyelenggaraan tata naskah dinas Departemen Kehutanan.

Terwujudnya keterpaduan pengelolaar tata naskah dinas dencan unsur
lainnya dalam lingkup administrasi umum.

Kelancaran komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam
pengendalian.

Tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tata nasksh dinas.

Berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir  dan  pemborosan
penyelenggaraan tata naskah dinas Departemen Kehutanan.

D. Pengertian Umum

1.

Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat kornunikasi
kedinasan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dalarn rangka
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunar.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertuiis (naskah) yang
mencakup  pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan serta media vang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.

Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam organisasi secars vertikal
dan horisontal.

Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian infomasi
kedinasan yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan nilak iain.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menguambarkan bentuk
redaksional termasuk tata letak dan penggunaan lamibang, isgo dan
stempel dinas.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewaijiban
yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatanya.
Naskah Dinas Khusus adalah informasi tertulis sebagai alat komurikasi
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan khusus
(dengan format dan keabsahan yang diatur secara khusus).
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c) Berdasarkan persetujuan Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdiklat, maka
pejabat yang bertanggung dibidang kepegawaian pada Setditjen/
Setbadan/Pusdiklat menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang
penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Balai yang ditetapkan oleh
Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdikiat.

d) Apabila yang akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai
pejabat Eselon IV dari lingkup UPT yang bersangkutan, maka
Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdiklat unit kerja yang bertanggung
jawab dibidang kepegawaian pada Setitjen/Setadan/ Kapusdiklat
dapat langsung menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang
penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Balai yang ditetapkan oleh
Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdiklat.

4) Pejabat Eselon IV pada Balai Besar/Balai.

a) Kepala Balai Besar/Kepala Balai mengusulkan kepada
Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdiklat pejabat Eselon IV atau staf yang
dianggap mampu di lingkungannya untuk ditunjuk sebagai
Pelaksana Tugas pejabat Eselon IV.

b) Berdasarkan persetujuan Sekditjen/Sekbadan/ Kapusdiklat atas
usulan Kepala Balai Besar/Kepala Balai, maka pejabat yang
bertanggung jawab pada Setitjen/Setbadan/ Pusdiklat menyiapkan
Surat Perintah Tugas tentang penunjukan Pelaksana Tugas
pejabat Eselon IV yang ditetapkan oleh Sekditjen/ Sekbadan/

Kapusdiklat

6. Ketentuan BAB VIII.A ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Stempel Paraf Koordinasi.

a. Setiap pejabat yang terlibat dalam penyusunan konsep naskah dinas
dan pejabat yang menandatangani naskah dinas berkewajiban
membubuhkan paraf dan tanggal pada Stempel Paraf Kocrdinasi.

b. Ukuran dan susunan Stempel paraf Koordinasi memperhatikan jumlah
pejabat yang terkait dalam penyusunan konsep mulai dari penyusun
konsep sampai dengan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

c. Pertinggal/arsip yang disimpan di Unit Tata Usaha adalah naskah
dinas yang ditandatangani pejabat yang bersangkutan dan dibubuhi
Stempel Paraf Koordinasi.

Contoh Stempel Paraf Koordinasi pada Lampiran 12.

/7. Ketentuan ...
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5. Ketentuan Bab VII. C.6 (Pelaksana Tugas) ditambah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Prosedur penunjukan Peiaksana Vugas sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat
1) Pejabat Eselon I.

a)

b)

c)

Sekretaris Jenderal mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk
menunjuk pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II di lingkungan
Eselon I yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas.

Berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan, maka biro
Kepegawaian menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Peabat Eselon I dimaksud yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pejabat Pelaksana Tugas dapat menunjuk pejabat Eselon II di
lingkungan Eselon I yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas
rutin yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat
Pelaksana Tugas yang dimaksud.

2) Pejabat Eselon II

a)

b)

Kepala Biro Umum/Sekitjen/Sekditjen/Sek-badan mengusulkan
kepada Eselonl-nya untuk menunjuk pejabat Eselon II atau
pejabat Eselon III di lingkungan Eselon II yang bersangkutan
sebagai Pelaksana Tugas.

Berdasarkan persetujuan Eselon I, maka pejabat yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Unit Eselon I
menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang Penunjukan Pelaksana
Tugas Pejabat Eselon II yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I.

Pejabat Pelaksana Tugas dapat menunjuk pejabat Eselon III di
lingkungan Eselon II yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugas rutin yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari
Pejabat Pelaksana Tugas dimaksud.

3) Pejabat Eselon III

a)

b)

Pejabat Eselon II mengusulkan kepada pejabat Eselon I-nya untuk
menunjuk pejabat Eselon III atau pejabat Eselon IV di lingkungan
Eselon III yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas.

Berdasarkan persetujuan pejabat Eselon I, maka pejabat yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Unit Eselon I
yang bersangkutan menyiapkan Surat Perintah tugas tentang
penunjukan Pelaksana Tugas pejabat Eselon III yang ditetapkan
oleh pejabat Eselon II yang bersangkutan.

/4) Pejabat ...



(2) Berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan atas usulan

pejabat Eselon I, maka Biro Kepegawaian menyiapkan Surat
Perintah Tugas tentang penunjukan pejabat Mewakili yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(b) Pejabat Eselon II
(1) Pejabat Eselon II yang tidak dapat melaksanakan tugas

(2)

kurang dari 7 (tujuh) hari, mengusulkan pejabat Eselon III
di lingkungannya kepada Pejabat Eselon I-nya untuk

ditunjuk sebagai pejabat Mewakili.

Berdasarkan persetujuan pejabat Eselon I, maka pejabat
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada
Eselon I yang bersangkutan menyiapkan Surat Perintah
Tugas tentang penunjukan pejabat Mewakili yang
ditetapkan oleh pejabat eselon I.

{(c) Pejabat Eselon III

(1)

(2)

Pejabat Eselon III yang tidak dapat melaksanakan tugas
kurang dari 7 (tujuh) hari, mengusulkan pejabat Eselon IV
di lingkungannnya kepada pejabat Eselon II-nya untuk
ditunjuk sebagai pejabat Mewakili.

Berdasarkan persetujuan pejabat Eselon II, maka pejabat
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada
Eselon II yang bersangkutan menyiapkan surat penunjukan
pejabat Mewakili dengan Surat Perintah Tugas pejabat
Eselon I yang bersangkutan.

(d) Pejabat Eselon IV

(1)

(2)

Pejabat Eselon IV yang tidak dapat melaksanakan tugas
kurang dari 7 (tujuh) hari, mengusulkan pejabat eselon IV
atau staf yang dipandang mampu di lingkungannya kepada
pejabat Eselon III-nya untuk ditunjuk sebagai pejabat
Mewakili.

Berdasarkan usulan pejabat eselon IV dimaksud, maka
pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian
pada Eselon II menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang
penunjukan pejabat mewakili dengan Surat Perintah Tugas
yang ditetapkan oleh Pejabat eselon III yang bersangkutan.

/ 2) Tingkat ...



d) Pejabat Eselon IV.

(1) Pejabat Eselon IV vyang tidak dapat melaksanakan tugas
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari, mengusulkan pejabat
Eselon IV atau staf yang dianggap mampu di lingkungannya
kepada pejabat Eselon III-nya untuk ditunjuk sebagai

Pelaksana Harian.

(2) Berdasarkan usulan pejabat eselon IV dimaksud, maka pejabat
yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian pada Eselon
II menyiapkan Surat Perintah Tugas tentand penunjukan
pejabat Pelaksana Harian dengan Surat Perintah Tugas yang
ditetapkan oleh Pejabat eselon III yang bersangkutan.

2) Tingkat Daerah
a) Pejabat Eselon II (Kepala Baiai Besar)

(1) Kepala Balai Besar yang tidak dapat melaksanakan tugas
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari, mengusulkan pejabat
Eselon III di lingkup unit kerjanya kepada pejabat Eselon I-
nya untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Balai

Besar

(2) Berdasarkan persetujuan pejabat Eselon I atas usulan Kepala
Balai Besar yang bersangkutan, maka pejabat yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Unit Eselon I
menyiapkan Surat Perintah Tugas tentang Penunjukan
Pelaksana Harian Kepala Balai Besar yang ditetapkan oleh
pejabat Eselon 1.

b) Pejabat Eselon I1I (Kepala Bidang pada Balai Besar)

(1) Kepala Bidang pada Balai Besar yang tidak dapat
melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari,
mengusulkan pejabat Eselon III lainnya atau pejabat eselon IV
lingkup Bidang yang bersangkutan kepada Kepala Balai Besar
untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.

(2) Berdasarkan persetujuan Kepala Balai Besar atas usulan
Kepala Bidang yang bersangkutan, maka pejabat yang
bertanggung jawab dibidang kepegawaian menyiapkan Surat
Perintah Tugas tentang penunjukan Pelaksana Harian Kepala
Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar.

c) Kepala Balai

(1) Kepala Balai yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) hari, mengusulkan Kepala Balai lainnya
lingkup Provinsi yang bersangkutan atau pejabat Eseion [V di

dinakup. .



5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-11/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Taman Nasional;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-

11/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana

Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 31/Menhut-

11/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat

Pembiayaan Pembangunan Hutan.

~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.74/Menhut-
II/2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Pasal I

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P. 74/Menhut-11/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Departemen Kehutanan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI A.2. dirubah dan ditambah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Jenis dan peruntukan kop naskah dinas jabatan dan kop naskah dinas instansi
lingkup Departemen Kehutanan sebagai berikut :

I

i
H

Pejabat Penanda- 1 Jenis Naskah Dinas
No. tangan ’ {
L il Naskah Dinas Arahan__ | Naskah Dinas Lainnya. |
5. | Ditandatangani - Logo Dephut hitam putih | - Logo Dephut hitam

pejabat Eselon 1II: dikiri atas. putih di kiri atas.

lingkup  Sekretariat | - Tulisan : - Tulisan :

Jenderal i - DEPARTEMEN { - DEPARTEMEN

KEHUTANAN KEHUTANAN
- INSTANSI ESELON I - INSTANSI ESELON I
- Tidak ada alamat instansi | - Alamat lengkap instansi

(Eselon 1) (Eselon 1)

L) Naintst Fenlan T Ai L taas Danhot hitam notih |2 Tann Denhit hitem



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 74/MENHUT-I1/2006
Tanggal : 7 November 2006

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DEPARTEMEN KEHUTANAN
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DAFTAR LAMPIRAN

Contoh format surat

Contoh format Nota Dinas

Contoh format Memorandum/Memo
Contoh format Surat Pengantar

Contoh format Surat Undangan Resmi
Contoh format Surat Undangan Biasa
Contoh format Keputusan Bersama

Contoh format Keputusan

Contoh format Peraturan

Contoh format Instruksi

Contoh format Petunjuk Pelaksanaan
Contoh format Surat Edaran

Contoh format Surat Izin

Contoh format Surat Panggilan

Contoh format Pengumuman

Contoh format Prosedur Tetap

Contoh format Pedoman

Contoh format Petunjuk

Contoh format Surat Perintah Tugas
Contoh format Surat Perintah Mulai Kerja
Contoh format Surat Keterangan

Contoh format Surat Perjanjian

Contoh format Surat Kuasa

Contoh format Berita Acara Serah Terima Barang
Contoh formatBerita Acara Serah Terima Jabatan
Contoh format Surat Pernyataan Pelantikan

Contoh format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Contoh format Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

Contoh format Laporan
Contoh format Telaahan Staf

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5

Lampiran 6 dan 6a.

Lampiran 7
Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
Lampiran 16
Lampiran 17
Lampiran 18
Lampiran 19
Lampiran 20
Lampiran 21
Lampiran 22
Lampiran 23
Lampiran 24
Lampiran 25
Lampiran 26
Lampiran 27
Lampiran 28
Lampiran 29
Lampiran 30



DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Lampiran : 1

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon 5704501 - 04, Faxsimile 57_38732

Nomor S0/ IT-UM/xxxx X Y0000 YOOX
Lampiran : Satu berkas
Sifat : Amat Segera/Kilat
Hal © X0 XIOOOOONXKX
OO
Kepada yth.

1. X000 XIHKXXXKK

2. X000 XIODOOOKXKNKX
3. XOCO00OCOONKK. XXX
di

Jakarta

XXWOGXEOQXXXOGXDGXXXXOGXKOQXXXDUXDOKXXXBONXXXXOGXXOOM)OKXXXKOOXDOK
OOOOXKXK XXXXKXXXXXXXXX XXXXXXKXXKXXX YOOOOKHKIXHXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

XOOOOOOOOK XOOOOCOKXX
1 5 XXﬁO&XﬁOGXXXXXXXOOMXXXXXDO&XX&OGXXX”OUXXXXDOXXEOOXXXXXmOONXXXXﬂOOKXX
OOOXXXXXX XXXXXXHXKXXXXXK XXKXXXXXXXXXXX SOOOKXXXXXXXX XXXXXXXXXXK XXXXXXXX

s XXXXXXﬂOOOOOOO(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX%OOO&XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOOUX
XXXﬁOO&XXﬁO(XXXKCOOO&XXXXXXEOGNXDQXXXXXXDOGXXXXXXﬂDONXXXXXﬁORXﬁO&X

3. XXWOQMXDOXXXXXﬁOOXXXQOOXXXXﬂOOXXﬂOKXXXBO&XKOOMXXXXDOO&XXXXXEO&X”OG

SOOOOOOOOKX
HXHHHHHKK XXXIOHKHXHXXKXKK XHKXXXXXHXHXKKK XXXXXXXRIXEKXK . XHXXHHXKXXXXXX XXXXXX
OOOTOOKK . ;
Sekretaris Jenderal
Nama Lengkap
NIP 080037875
Tembusan :

1. X000 X000 XXX
2. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501-04, Faksimile 5738732

Lampiran : 3

T Y & SACEE TS

MEMO
Nomor @ MM. »o(/UM-1/x00¢X

Kepada yth. : Kepala Bagian TU Departemen

Dari : Kepala Biro Umum
,Lampiran : Satu berkas
Hal + X500C00C0E X3000CTO00K KOO0

W&(WXWWWWXW
1. Xo000000000COCK  XOTTOOODOOK YOOOOTOTOONNK XXOOOOXK  XOOOOOOOONXKX P 9.0,0,0.0.0.0.0.04

Z.WWWWW

YOOCOOOOKK,
3. Xo000000000008 XOO0DOOO0ONX OOOCOOOOKK. XIOOOOOONXKK  XOOOCOOXKX
XOOOOOOKK,
X3000000K JECOOCOBOOK  XXOOOOKKKX .

Kepala Biro Umum

Nama Lengkap
NIP 080036077



Lampiran: §

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN

mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
untuk bersama-sama

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Pada acara Pembukaan Rapat Kerja Departemen Kehutanan
pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2006 Pukul 09.00 WIB
di Auditorium Komplek Gedung Manggala Wanabhakti
Jakarta.

Undangan harap dibawa
Berhalangan Telepon : 5730191 Pakaian :
5730178 Pakaian Sipil Lengkap



Lampiran : 7

R :

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERTANIAN
Nomor ¢ SKB. ¢/MENHUT-II/x00¢¢
Nomor 500K XOOK-XXK [ X [ XOOKK

TENTANG

YOO XX XXX XOOOOOXX
YOO XK XXX XXX XXX
OO0 XOOOXXX XXX XXX

MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERTANIAN,

Menimbang LA, X000 X000COOX XDO00OXKX X000 200000 X000

YOO OOKK )OOOOOOOO(')OOOOOOOO« PO 0000000 QMDY 000000004
YOO KOOV XK XOOCOOOOKX ;

b. 3OO0 XK XK X0 XOOOOOOK X0 XOOOOKX
. 000K XK XOCOOOCOOOK XOOOOOOCX  XOOOOOOOKXK
PO OV V00000 0000000000008 000000000008y

C. X000 YOO MO XX XX XXX XXX XK
XOOOOOOKK XX

Mengingat 11 X0000K XXOOOOKX XOOOOOXK XOCOOXK XOOOOOOOIOON XOOOOOOX .

2. X000  XOO000OO0OOOOKK  XOOOOOOOKK  XOOOOOK X000
MOOOOOONK XOTOOOOKK.

3. XX00000K X000 XXX YOO XK XK XOOXKK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG XXX XXX XX XXX XX XXOKXXXX.

KESATU 1 XO0000O0OK YOO XK XX XK XK XOOOKX
OOOOOK XOXXK.

KEDUA 1 XDO0000OOOK XK XXX XXX XX XK XOOOOKK  XO0000K
OO YOOOOKK YOO XK XK

KETIGA 1 XOO0OOOK XXX YOO XX X0 YOO XXX XK

XCOOOK JOOXCOONK .
i /KEEMPAT . ...



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

MENTERI KEHUTANAN Lampiran : §
KEPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor 1 SK. O XXX/MENHUT-II/XXXX

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENANGKARAN BINATANG YANG DILINDUNGI
KEPADA XX. XXO0O00KX XOCOOOOXXX

MENTERI KEHUTANAN,

T a. JO000KK  ICOCO00OK XOOOCOX X000 X000OKX  X0000KKX
YOOCOOCOOCOXNXK XOOOOOOK  XOOOOOOK X0 XOOOCOOKKX
YOO XOOOOOOOCOKK XOCOOOOOOK XOOOOOOOKX ;

b. 000000 XOOCOOOK XOOOOOOK XOOOOOK XK XXX X000
MXOOCOOCOOCOK. XOOOOCTOK XOOOOOOOOOKX XXX 2000000
YOO YOOI XOOOCOOOXXXX 7

C. 3CO0OCK IOOOKX HOOOOOK XO0COCK XK XX XX XOCOOOOOK
PO 00000 0.80.0.0.0.0.00.0.0.0 98

1. X000000K X000 YOO XOOOOX XOOODOOODOOK XOOOOOKX

2. XO00000K  XOOOOOCCOO0O0OK  XOOOO0OOX XO0OOKX  XOOOOOX
XOOOOOKK KOOOOOOKK .

3. X000000K YOO YOO . XOOOOX XOOOOOOK YOO XOOOOOKK.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN DJIN
PENANGKARAN BINATANG YANG DILINDUNGI KEPADA XX. XXXXXX

XXX,

1 XK XK XK YOO OO XXX OO
MK XXXX.

1 XOOOCOOCKK OO0 XOOOOK XXX XX XOOOX  XOOOX XO00KK
YOO YOO, XK XOOOOCOLX XOOOKX

1 X000 XK XOOOOOX XOOOK 20O XK XK XXX
OO0 XK.

+ X000, YOO XK XXX XOO0KX )00000(
OO0V YOO OO SOCOOOK XXX XXX XXX s

/ KELIMA @ ...



MENTERI KEHUTANAN Lampiran: 9

REPUBLIK INDONES!IA

) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor 1 P. oox/MENHUT-II/x00¢¢
TENTANG

XL XOCOCTCK OO XCOOOOXXXX
YOO XXX

' MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang DA, 000000 YOO YOOCCOTK XOOTOXK YOG XK XIOOONK
XO00000K  XOO00O00K  XO00OKX X000 X000 XOOO00OX
SOOOOKX.

Mengingat D1 X00000K XOOOOCL XK XK XOOOCOOOOOONK XK,

XOO000KX  XOOOXCOOOCOOONK  XIOOOOOOXK  XOOOOOX XXX
XX XOOOOOOCLX .
3. X000 XK XIOOOOOCK XOCOOK XK XOOOXKXKX  XOOOOOXX.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI  KEHUTANAN  TENTANG X0O00XXX
P O0.000.00.00 0 00000000 0000900 00000000008

KESATU X>oooooooa)coooooo<>oocoooo<>ooooo<>ooooooooooa)ooooo<>ooooooo<
YXOOOOOOOK XOOKX.
KEDUA 1 X000 XOOOOOOCOONKK YOOOCK XXX XOOOK XOOOK XOOOOK  XOOOOOK
-4 YOO KOO JOOOK IOCOCOOK XOOOKK

/KETIGA : ...




MENTERI KEHUTANAN Lampiran : 10

KEPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI KEHUTANAN
Nomor 1 INS. xox/MENHUT-II/300¢x

TENTANG

P OGS0 0OV P 000000000 0000009000009 0000000004
XXX XK XXX XXX

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang cd. XOOXX KOCOOCOCKXK $0.0.0.0.0.0.0.4 XOOOOK ) .0.0.0.0.0.4 XXX
YOOOCOOOOOOOK OO XOOOOOOXK X000 XOOOOOOKXK
) 0.9.0.0.0.0.0.0 0. 00000000000 00000000000 0000000

b. X000 XXOOCOCK YOO IOV YOO XOOOOXK XXX
XOOOOOOCKKXK XK. OO XK XK
P O.9.9.0.0.0.0.0 98000000 000.0.0,0.08 00000000000 GH

C. 000K XXX 2CO0COOK XK XK XXX XOOOKX YOO
OO XARKOOOOKKX

Mengingat 1 X000 XOOOCCONK YOO XX X000 XXX,

2. X000 XO0OOOOCOOOOKX  XOOO000KX  XOOOOXXK  XOOOXX
OO XOOOOOONKK .

3. X000 YOO XK KOO XK XK JOOOXXKK s

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada 1 1. X0000000008¢ XXOOCEaX XoOOOCO00XX.
2. X000 X000 XXX

UNTUK + XOOOOOOKXK XCCOCOOK XOOOOOOOKK XOOCOTTOOOK YOOKX.

KESATU 1 X000 XOCCCOCK XOCOOOTK SO YOOV XOOOOK YXOOOOOXKK
OO0 YOO,

KEDUA 1 XX0000O0OK XOOCCTOCOOOOK  YOOOOK XXX XOOOK XOOOK XOO0OK XOOOOOKK
YOO XK XOOOK IOV XK

KETIGA 1 X000 XK XIOOOCK IO XOCOTOK XK X000 X000000K

OO XXX

/KEEMPAT ...



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MENTERI KEHUTANAN Lampiran : 11

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor 1 P, xoo/MENHUT-II/x00¢¢
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN XXXOOOOCKXX
XOOOOOOCOOKXX XXOOOOOXKXX

MENTERI KEHUTANAN,

d. YOOOOCKK YOOOCK YOCOOK XK XICOOOK XIOOOXK XXKK XOOOOKXX
XXX XOOOOOOCKX

1. X00000K XOO0000CK XOCOOOKK YOO XOOOOCOBOOK XOOOOKXX.

2. X500000X 3X000OCOOOONK XOOTOCOOXK IO XXX XXX
) 0.0,0.0.0.00.0.8
3. XOO00OOMK 3OO0 YOO XOOOOK XXX XK XOOCOXKXX.

MEMUTUSKAN :

PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI ~KEHUTANAN TENTANG
YOOOOXX XXX XK XK XOOOXKXX.

1 XOO00OOOONK XOOCOOCK SOOCOOKK  XIHOCOCK IOV XOOOXKX YOO

MOOOOOOOKK XXXK.,

1 X00000OOK  YCCORDOTOCOOK XOIOTOK XK XOOOK XXX XK XOOKX

MOOOK XOOOOOK XOOCOK XXX OO

/KETIGA : ...



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR 1 P.ooxx/MENHUT-II/x00¢x
TANGGAL T XX X000 XXX
PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
YOOOOOOOOOOONK XXX XIOOOOOOKXX XXXX
BAB I
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan
Y0000V YOIV OO YIOGOGOIOXK XN XA XHOOOOOXX

IOOOOOTOOK YOOIV XOOCOOOOOOOKK XOOCOOXKXX.

Ruang Lingkup
X000 IOV XX XXV JODOOOK XN YOO JOOKX

OO0 XOOOOOOOKX

BAB II
PELAKSANAAN

X30000K YOOOOOTOK XOOOOOOONK XIOOIGOOK XXX XK YOO YOOXK XXX
000000 s D eoorsoorer@orereeed
Dst.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal & xx XXX XX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP



DEPARTEMEN KEHUTANAN Lampiran ; 12

SEKRETARIAT JENDERAL

Kepada yth.

1. X00000000000¢ XXOCOO0KX

2. XXo00000000X XoXXOGOCOOOX
3. XX000000000ONON KXKDOOXXK
di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : SE.ox/IT-UM/xo00x

TENTANG

XK XXX XOOOCOOOOOK XXX XXX

XO000000000N XOOTOAOOOCXK XOOOCCOOOOK XOOCICOCIX YOO XOOOOOONXX XXX
YOOOOOOONK XOOOOOOOOCKK XOOOOOCIONX YO0 XOOCOCOOCOCX YOO XX
VOO XOOOOOOOOCONK IOOOONKX
1. X000000000XK XXXXXXXXKXX KHKXXXXKXHX XK XK. XXIOXXKX

XXX XXXXXRXX IO XXXXXKXOCKK XXXXXXIOOXX XXX
00O XK XN,

2. XXOOXXXXXXXXXK XXXHXHXXHXXXXXXXKX XXXXXXXKXKXXXK XXXXXXXXKXXXXK XXXXXXXXXXK
XOOOOOOXNX KOOIV IO XIXOOOOXKXX XK XOOOONKK
OO XXX IO XXX

3. XX00000000000X XOOOOOOOCOOON XXOOCOOOOCO0X XCLOCOOGROOX XXOOOOOOONX XOO0OO00NXX

§0.0.0.0.0000000008
XOOOXXXK XXXXXXXIOXKKXX XXXXXEXXKXK KIXXKXKKXXXX XXX XXXXXK XXKXKX

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Xxx 300000 X0

Sekretaris Jenderal

Nama Lengkap
NIP 080037875

Tembusan :
1. X000 X300000000000K XXO000XX
2. X0000000K XDO0000O00OX

e ——



DEPARTEMEN KEHUTANAN Lampiran : 14

SEKRETARIAT JENDERAL

XX XXXXXXXXX  XXXX

SURAT PANGGILAN
Nomor : SG. xx/UM-1/>x00¢

Dengan hormat kami harapkan kehadiran Saudara :

Nama/NIP : Suryo Leksono / 710000666

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk I (II/b)

Jabatan : Penata Usaha Keuangan

Unit Organisasi 2 XOO000OOOK IO XK XK.

untuk menghadap kepada

Nama/NIP 1 X00000000X XXOOOOXXX / 710111222

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan 1 X0XO00000000OK XIOOCOOOOK XK XXX XOOOOOXX
Unit Organisasi + X000 XOOOOOOOOOOKX

pada

Hari/tanggal 2 X000cx, XX Xaxx 2006

Waktu : Pukul 10.00 WIB.

Tempat + X000

untuk didengar keterangan/kesaksiannya *) sehubungan dengan sangkaan pelanggaran
disipilin 0000000000 **)

Kepala Biro Umum

Nama Lengkap
NIP 080444555

Tembusan :

*) Coret yang tidak periu
*¥)  Tulls pelanggaran yang disangka dilakukan
¢ oleh PNS yang bersangkutan



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lampiran : 16

Tl
MENTERI K EHUTANANS "

REPUBLIK INDONESIA .

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor © P. xx/MENHUT-II/xxxX

TENTANG

PROSEDUR TETAP XXX XXX XOOOOOXKNKX

OO XXOOOOOKXK
MENTERI KEHUTANAN,

OOOOK XXX XHXXXIKXKX XK XXX XXX XXXXXXXX
YOOV XIOOOXXXK OO0 XOXXXX XXXXXXXX XOOKXXXXX
XOOOKXX,

YOOOOOOXK  XOOOX IO XK XXX XXX XXOXXX
YOOOXK YOOIV XOOOOOKKK XIOOOKKXX XOOXKXXXXX
OO XXX IOOOOOOTOKK XK XIOOXXKXXX 7

XX)OOOOOO()OOOOOOO()OOOOO(XXXXXX)O(XXXXXXX)O(XXXXXXXXXXXXXX
XK XK XOOOOOOOKXK XXX XOXXAXKXXXX
XK XX YXOOOOOCOKKKXK

YOOOONK IO YOOV XOOCOKXK XX XXX XHXXXX XKXXXKXXX
XXX XXX

OO IO XK XXX XXX XXXXXK XXXXXXXX.

XOOOOXXX  XOOXOOOONK XXX XXX XXXXXXXX

MOCOOOOK XOOOOKXX.,
YXOOOOOKK OO XIOXXIOK XXXOK XXOXXXXX XIXKXIOKK XXXKXXKX.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PROSEDUR TETAP
YOO XXX XK XX XXX

1 XK XK XXHKXK XIHXXXK XIOOKKIK XXX XXHKOKKKX
IOOOXOKK XXXXK,

+ X000 YOOV XXX XXX XXX XXX XK XIXXKXXXX
OOOOK XOOOOOK YOOOOK JOKIOKXXX XK

/KETIGA : ...



-2-

KETIGA Y0000 XOOO0OX X000 XA XOG0OK  XOXX XXX X00O0OX
OOOOOOK YOOOOOOOX.

KEEMPAT + XX00000000K YOOIV XOOCOORCOOOCANK XXX XXX XOO0X
YOOOODOX YOODOVDK KOO IO YOO XXX XXX«

KELIMA + X00000000K  X00000X  XOOOAOONXK XK XOOOAXXX XX

)00000000()00(X)00000000()0000000000<)00()00()0000(X)0000000(.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal @ XX XX0000X XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP

salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. X000000X XIOOOCOOOOOXK.

2. Xo00000000K X000 XIOOCOOOONX .

3. X00000000K XX KXAOOXX XOOOOKX



w

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN

NOMOR 1 P. xx/MENHUT-11/x00

TANGGAL 1 XX XXO00KK XXX

PROSEDUR TETAP

TENTANG

PO 000000000 B0 000090000000008 0000000000000 000

BAB I
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan
XK IO YOO YOO XK XK XK

Ruang Lingkup
KOOI XOOOKK JOOOK YOOOOOONKNIK. IIOOOOOOOKK, YOO XK XK

OO KKK o

BAB II
PROSEDUR

XOOOOK YOOOOOKK IO XN XOTOOK XK XOOOOOOTK YOO YOOKK
YOO XK YOOOOKXX .
Dst.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : xx XdX00000X XXXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP



Lampiran : 17
MENTERI KEHUTANAN 4

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. xx/MENHUT-II/xxxx
TENTANG

PEDOMAN X000 X0 XOOXXOOXXXX
XOOOOOOXKKK XXX X

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang A, 00000 X000 XSO XOOOOK XK XK XOOOXXK
YOOV XIOOOOOOK XOOBOOK XK XK XOOOOOKK XCCOOKXK,

Mengingat D1 X000 XOOOBCKK SO0 XOOCOK XOOOOOOOKK. XOOOOOXX.

2.XX)OOOOO(X?OOOOOOO(X)OO(XXDO(X)OOOOG)OOOOOO«DOOOOOO(DOOOOO(X
) 9.00.0.00008

3. X000 XK XOOOOOOOCK XK XXX XK XX

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN XXXXXXX
XX IO XXX XOOOKXXXX.

KESATU 1 X000 XOOOOCKK XK XXX XK MO XXX
YOOOOOOOK YOO,
KEDUA 1 XO00000OOK XOCOOCBTCCOONNK XIOOKK XXX XXX YOOKK  XOOOKK XXX

XOOOOX XOOOOOKK XK XK XOOCKXK

/KETIGA : ...



LAMPIRAN * PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 1 P. xx/MENHUT-11/>x00¢¢
TANGGAL XX X000 XXX

PEDOMAN

TENTANG
XoOOCOCOOONK XXX IO XOOONXX

BAB I
PENDAHULUAN

Umum
Yo000000KX OO0 XOOOOX  XOO0OX  XOOXX  XOOXOOCOONK  XOOOOOXK XXX XXX

IOOOOOOK YOOV XXX XK IO XOOOKXX.

Maksud dan Tujuan
XX00G0OK YOO YOOCO0OK X000 X000 XOOOO00ONX  XOOOOOX  X000000XK

OO IOOOOCKX

Ruang Lingkup f
YX00O0OOONK XOOOOOOOOK YOO YOOI YOOV YOO XK XOOOOXX XXX

) 0.0.0.0.0.0.0.00.80 0000

Dasar
X00000CCOOOOONK  XOOOOCOOOONK  XOOOOCOOXK  XOOOOOOOOOKK X000 XXX

OO XOOKX

BAB II
PELAKSANAAN

X300O0OCOONNK. SOOITOTONK. XOOOOOOOON XIOOOOTOONK JIODOINK XOOOOOKK XOOKK
OOOK XOCOOOONK
dst.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Xxx Xxoo000K oKX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lampiran: 18

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor . P. xx/MENHUT-II/>00
TENTANG

PETUNIUK YX00C00XK XXXICCOOOX XOOOOOOOOKXXX
YOOI XOTOOOOTOKX

MENTERI KEHUTANAN,

Z&.)OOOOO(XWO(XX)OOOOOOO()OOOOO(XX)OOOOO()OOOOOO()OOOOOOO(

)OOOOOOO(X)OOOOOOO<X)OOOOO()OOOOOO()OOOOOOO(X)OOOOOOO()OOOOOO(.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK XOOOKKX
YOO XOCOGCLX XOOODK XOCOOOXXX.

XX)OOOOOOO(MC%W)OOOOOC(X»OO(XX)OOOOOOOOOOO()OOOOO()OOOOOOO(

YOO XK,

ZXX)OOOOOOOO(KKMKXX)OOOCO(XXX)WM)OOOO()OOOO()OOOO“)OOOOOO(

OOCOK XOOCK SOCLOC( OO IOCKXX

/KETIGA : ...



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. xx/MENHUT-II/00X
TANGGAL T XX XO000KK XXX

PETUNJUK

TENTANG
YOOV XXX XXX

BAB I
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan
XN OO JOODDOK IOV XXKIIOX IR YOO XXX«

Ruang Lingkup
X000 XOOTOODONK YOI YOOOONX OOV IO JOOKX XX XOOOXX

Dasar
YXOSOOTNTIOOK. XK IO YOO YOO X0,

BAB II
PELAKSANAAN

WWWWWWWW

YOO IOOOTOOX
dst.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Xx XxXo0000K XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP



DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL Lampiran : 19

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : PT. xxx/UM-1/x000

Dasar © 1. X0000000K X000 XDV XIXOOXKX XXX XXX XOOXX
OO XOOOCOXK XOOKXXK;

2. X000 300000000 X0 XOOOX X000 XOOOXXX XOOXXX
OOOOOK XOOOKX ;

3. XO000KX XXX YOO X0 MO0 XXX 300K XXX
YOO XXX

MEMERINTAHKAN :
Kepada . Nama/NIP 1 X000000K XXX [ XOO000OXK
Pangkat/Gol. Ruang @ Xx000000000XX (XX/x)
Jabatan T X000000K YOO YOO XOOOXX
Untuk + 1. X0000000K  XOOOOOX XOOOOK X000 X0 XOOXKX XXX

OOOOTK IOV YOOOODKK XK XX XOOOOCKX

2. Yo000000X  XXO0X  XOO00OX  XOOOOX MO X000 XXX
YOOOOK JOXX YOO YOO XX X0 XK

X300000X X000X & XI0000KK 30000 XXX X00X *)

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : X Xx000X XX

Kepala Biro Umum

Nama lengkap
NIP 080036077

Tembusan :
1. XX000000K XX XXX,
2. XX000000000¢ XXO0OOOXK XXX

*) disesuaikan dengan keperluan



DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

Lampiran : 21

SURAT KETERANGAN
Nomor : KT. xo0¢/KUM-1/x0¢¢x

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama/NIP 1 XX, X0000000000X, / X.X, XoO0O0OOXX
Pangkat/Gol. Ruang 1 X0000000XX XX000000X (XX/X)
Jabatan : X00000NK XK KOO

menerangkan bahwa :

Nama/NIP 1 XX, XOO0000000000K [ X000
Pangkat/Gol. Ruang 1 X000000000x (XX/X)
Jabatan + X00000X XOOOOO000K XXX XOOOOOOOKX,

YOOOOOOOK YOOI XOCOTOOOONK XOOOGONOK IOV XK XK
YOOTOOONK XOOOOOONK.
Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan 0000 XO0AXX X0

Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, x Xoooooo oo

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Nama Lengkap
NIP 080037029

Tembusan :



9.

Pasal 1
XXX XXX XK XXXXXX XXX XX

KOOOOXXXXXXX XXXOXHXKEXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXK XXXXXXXX XXXXXXX
MOOOXXXXX XXOKXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXKXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXKXXXXXXXK XXXXXXXX.

Pasal 2
KKK KXXK XXX KXXXKX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXOOOXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXIOC XXXXXXXXXX XXXXXXXK XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XOOXXXXXXXN XXX XXK XXXXXXXXXXK XXX XXXXXX XXX XXXXXKXXX XXXXXXXX
P 00.60000009 6008 60909 000000008000.00000000000000000000800000008

Pasal 3
XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXK XXXX XXX X

(1) XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXKX  XXXXXXXXKXXKK  XXXXXXKXXXK  XXXXXXXKX XXXXKXXKX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX  XXXXXXKXXXX  XXXXXXKXXXK  XXXXXKKX  XXXXXXXXXK  XXXKXXX  XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

(2)  XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXKX KXXXXXXX XXXXXXXXXXXKX.

Pasal 4
PENUTUP

XXOOKXXXXXKXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXK XXXHXOKXXXXX XXXXXXXX  XXXXXKX
XXXXXXXXX XXXXXXX.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Nama lengkap Nama Lengkap
XXXXXXXXX NIP xXxXXxXXXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN Lampiran : 24

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : BA. XX/XX-X/XXXX

Pada hari ini Xxxxx, tanggal xxxxxx xxxxxx bulan xxxxxx tahun xxxx Xxxxx Xxxxxx, bertempat di
, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP s Ir XX xxxxxxxxxxx, M.Sc., / XXXXXXXXX

Pangkat/Gol. Ruang DOXXXXXXXXX XXXXXXXX (XX/X)

Jabatan ¢ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Alamat T XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXK XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX.

dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama XXxXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama/NIP o In Xxxxxxxxxxxx, M.M., / XXXXXXXXXX
Pangkat/Gol. Ruang T XXXXXXXXXXX XXXXXxxXxX X (XX/x)
Jabatan T XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX..
dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama XxXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam Berita Acara Serah Terima Barang ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari
PIHAK PERTAMA KXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang ini, maka wewenang dan tanggung
jawab terhadap XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
xxxxxxx telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Scrah.Terima Barang ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua

belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Nama lengkap Nama lengkap

NIP XXXXXXXXX NIP XXXXXXXXX
Mengetahui

XXXXXXXXX XXXX XXXX

Nama lengkap
NIP xXXXXXXXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN e
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : SMP.XXX/um-1/x00¢x

vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/hiil 1. 3000000000000, M.SC., [/ X00000KX
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatai  X0000OX X0 XXX XXX XX,

Dengan ini menvataikan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama/NIP + 30000CCCOOCTCOK, [ XOOOOCOX

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (111/d)
Jabatan < Y0000 XIOO0XX XOOOOK XIOOOOOOOK XXX,

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. Xoxxx/MENHUT-II/200X

taggal X< Xoooeooosok Xk, telah diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian ............
OREIE |5 oo ik B omssven doveivenesiaisiinnsed Veskaibe T AR , dan telah dilantik oleh ............

pada tanggal xx XxXo0000x XX,

Demikiain Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian

tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan
KAE NBGaTa ... B i oconisiosiones

Jakarta, xx X>X000000 XXX

Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap
NIP 30000000
Tembusan .
1. Kepala BKN up. Deputi TUK di Jakarta.
2. Bendahara 30000t X000
di Xooo0xXxX.



DEPARTEMEN KEHUTANAN [ o |
SEKRETARIAT JENDERAL i

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : KT.XXX/UM-1/x000¢

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama/NIP 1 Ir X000000000000K, M.SC., / x0000000KK
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan + XXOOOKK XXX XXX XOOOOOKXXXK. XIOOOOOCK.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama/NIP 1 Xxeoooooooooxxx, /10008009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (I111/d)
Jabatan 1 X000 X300 X000 XXX XXOOOXXX.

Pada tanggal xx Xooo0ox xocx telah menduduki Jabatan Kepala Sub Bagian Xx0000¢x
RO DA . iists iseseese berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.

Xxx/MENHUT-11/200X tanggal xx Xxooo0000006 XXXX.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor:

SE/XX/X/XXX Sdr. Xxoo00000000xxx, berhak menerima tunjangan jabatan struktural sebagai
Kepala Sub Bagian Xx00000x  Xx0000x pada Xxooo000000000000Kx sebesar Rp o, Xxx (%0

XXX X000 ) sebulan terhitung mulai tanggal xx Xxoox Xxxxx

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesunngguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian

tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara XX di Xx00000¢x

Jakarta, XX Xx0000000K X0

Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap
NIP 3000000«

Tembusan :
1. Kepala BKN up. Deputi TUK di Jakarta

2. Bendahara Xxooooooacx XsoooX.
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DEPARTEMEN KEHUTANAN

Lampiran : 30

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 - 04, Faksimile 5738732

TELAAHAN STAF
Nomor : TS. Xx/X-XX/xxxx

©OHXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
KXXXKXXEXX XXXXXKXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

PERSOALAN.
KAXKKKXKK KXKXKXXHKK XXXKXXXXKX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXKXXXX XXXXXXX

XAKXX XXXXXXKX XHAXXXXXXX XXXXXXXX.

PRA ANGGAPAN
WAKKXNNKXNX  KXXKXXKXKXK KXXXXXXXXKXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXX

XANAKK XXXXXXHXK XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXKXXXXXXX

FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI
NOXXKCEKXXKKK  XXXKXXXXXXXKX  XXXXXXXXXXXXXKXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXX
XXEXKXX XXXKXKKKKKXXXXK XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXKXXXX XXHXXKXKXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

DISKUSI
NXANXEXXXXXXXK XAXXXXXXXXXX XKXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXNXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

KESIMPULAN )
MOXXNXXXXXKX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

JOOOCKENXXX XXXXXXXXKXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

SARAN TINDAK LANJUT
TORAXXKXXEXKKKN KXXXKXKK XXXXXXKXXXXXXXXXXX XXXXXXXKX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX.

Jakarta, X XXXXXXX XXXX

XRXXXXXX XXXXXXXK XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XRXXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X
NIP XXXXXXXXX
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) DEPARTEMEN KEHUTANAN

™ SEKRETARIAT JENDERAL
BERITA TELEPON
Dari KAKKXXXKK KXXXXXXXXXX
Untuk KXXXXXXXXX KXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Hari/tanggal XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXX
Waktu Pukul xx. Xx XXX
Isi Berita :

HAXXXXXEEXXXK XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Lampiran : 34

XXXXXAXXEXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

Penerima Berita :
Nama/NIP
Jabatan

Tanda tangan

KXKXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
NXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX




KODE JENIS NASKAH DINAS

Lampiran : 36

NO. JENIS NASKAH DINAS KODE
15 SURAT BIiASA S
2; NOTA DITAS ND
3 MEMC MM
4. SURAT PENGANTAR SP
3. SURAT UNDANGAN UN
6. SURAT KEFUTUSAN BERSAMA SKB
1. KEPUTUSAN SK
8. PERATIRAN P
9. INSTRUKSI SE ‘)
10. SURAT EDARAN C INS
1i. SURAT IJIN SI
14, SURAT PANGGILAN SG
13. PENGUMUMAN PG
14. SURAT PERINTAH TUGAS PT
15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SPK
16. SURAT KETERANGAN KT
17, SURAT PERJANJIAN PKS
18. SURAT KUASA KS
19. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BA
20. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN BJ
2L SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN SMP
22, SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN SMIJ
23. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS SMT
24. LAPORAN ' LP
25: TELAAHAN STAF TS
26. PIAGAM PI
27. SERTIFIKAT ST
28. PENETAPAII ANGKA KREDIT PAK
29. BERITA TELEPON TLP
30. FAKSIMILE FAK
31. PEMBERITAHUAN PM




KODE JABATAN / UNIT PENGOLAH

Ldmpiran 317

NO. UNIT ORGANISASI/KERJA KODE JABATAN/
UNIT PENGOLAH
1: MENTERI KEHUTANAN MENHUT
2. STAF AHLI MENTERI 1
3: SEKRETARIAT JENDERAL Il
4. INSPEKTORAT JENDERAL 11
5 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN v
KONSERVASI ALAM
6. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN \%
PERHUTANAN SOSIAL
7. DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN VI
8. BADAN PLANOLOG!I KEHUTANAN VII
9: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VI
KEHUTANAN
CATATAN:

KODE JABATAN/UNIT PENGOLAH ESELON 11, I DAN IV
DITETAPKAN OLEH ESELON I MASING-MASING




Lampiran : 35

DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PENGANTAR FAKSIMILE

Nomor :
Kepada : X000 XXX
Dari 1 X000V XIOODOK XXX
Nomor Faksimile tujuan 1 X000000KK
Nomor/tanggal surat + X 200000000, XX XXOOOOO000X XXX
Hal 2 XO000000K XXX
Jumlah halaman 2 XX (5000000 YXOOOXX )

Keterangan :
XXO0O000OONN YOO XOOODOOOVON XOOOONXK XX XD XK YOO XXX

Petugas Pengirim :
Nama/NIP 1 XXOO00000OOOOONK, XOOOOOXX
Jabatan 1 X000000000X XIOCOOOOOOONX

TondaBRGER.  | ..o
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XXX XXXXXXXXXXXXY XX XXXXXXXXXXXXXXYX © Jye| [e83ue) / jedwa)
XXXXXXXXX : dIN
XXXXXXXXXXXXXXXXYX : BLIBN

eMmUeq ueyejeAuSW ‘Ueueinyay uswopeds( [BISPUI[ SLIRIOIOS

XXXXX/M[A-I/XXX °LS : JOWON
- IVIIALLYAS

TVHAANAL LVIIVLIIAS
Egr NVNVLOHD NINILIVIIA




Lampiran : 31

DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JEN DERAL
KARTU TAMU
Guest Form
T Nama e - S B R R s ST
Name
2. Instansi S e L S R N LT K
Company
3 Pk S B e R A R TR R
Position
4, Alamat SRR Ak L S e e ke s P NS e Py e s R 3 TN T
Address
5. Perihal ST s e Sl ees vensninu e N ARV I <5< KE R ST e
Subject BB B s ey e paes S e T e Vb <y SN MECHIEE S
Jakarta,

Tanda tangan
Signature



I,

I11.

V.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup

4, Dasar

Lampiran : 29

LAPORAN

TUGAS YANG HARUS DILAKSANAKAN

PENUTUP

-----------------------------------------------------------

Dibuat di T ks srersvinThvesative s biNR
Pada tanggal : e o piiics

Pejabat yang berwenang.

Nama Lengkap
‘ NIP XXXXXXXXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN BTG

‘ Lanijicen, o 27

SEKRETARIAT JENDERAL L. .|

Giedung Manggala Wanabhakti, Jalan wiaiot Subroto - Jakaita, 10270, Kotak %35 6505
Telepon : 5704331 — 04, FFaksimile 5738732

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor : KT.XOX/UM-1/xx¢

Yang bertanda tangan di bawah ini

Mamia/NIF + Ir. Xo000000000000X, M.5C., [ 30000006
Pangkat/Gai. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan © MO0 XIOOHKK KSR XXX XIOXKAXXKK

iengan inn inenyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Mina/MIE  XOOODIOONK, [ XOOKKXXKX

prnakat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (111/d)

Jatatan = X00000K XXXOXKX XHOOXK XXX KRXXOXNXX

Ving diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. Xxx/MENHUT-TI/ it
tagagal 1xx Xxe000000x Xxxx, terhitung mulai tanggal .. ....ccccoeet .o telah nyata melaksan.ikan
tugas sebagai Kepala Sub Bagian ... oo dan diberi Tunjangan Jabatan
schosar Rp .o o @ e BRBE LSRRI O Y bR B ) terhitung mulai
YapgQal L e e

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
cumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kertigian

tersebut,

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendahiaraar dan
Wine o o inae RN RO A

Jakarta, XX X0000000¢ XXX

Yang membuat pernyataan

Narna Lengkap
NIP x000000¢X
Tepnbusan
{.  Kapala BKN up. Deputi TUK di Jakarta
2 Bandalhiara Xoo000000000X XXX,



DEPARTEMEN KEHUTANAN Campiran:: 25

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto ~ Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 - 04, Faksimile 5738732

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA BAGIAN Y0X00XX XXX XXX XXXXXXXX
YOOV XXIKIXIOOKK XXXXIXXK XOOOKXKKXXX
Nomor : BJ. x0t/UM-3/xxxx

Pada hari ini 000, tanggal x0x xx0x bulan xoxt tahun X000 XX XXXX, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP + Ir. Xo000000000000X, M.SC., / XOOXXXXX
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Departemen pada Biro Umum Sekretariat

Jenderal Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan No. : Sk. 185/Menhut-11/Peg/2004 tanggal 2 Januari 2004.

Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti, Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto -
Jakarta.
Yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama/NIP : Ir. Xo000000000X, M.M., / 300000
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan . Kepala Bagian Tata Usaha Departemen Biro Umum Sekretariat Jenderal

Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : Sk. 34/Menhut/I1/Peg/2005 tanggal 17 Januari 2006.
Yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan ini disebut PIHAK KEDUA.

Telah melaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Departemen pada Biro Umum
Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, dimana PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK

KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA.

Dengan demikian, maka mulai hari, tanggal Berita Acara ini ditandatangani segala tugas,
wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha Departemen pada Biro Umum Sekretariat
Jenderal Departemen Kehutanan beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dilengkapi dengan Memori Pengakhiran
Jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Nama lengkap Nama lengkap

NIP X00000XXX NIP YO0 XXX
Mengetahui

Kepala Biro Umum

Nama lengk.
NIP 300



DEPARTEMEN KEHUTANAN ) ‘
SEKRETARIAT JENDERAL | “m=:®

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

XX XXXXXXX XXXX

SURAT KUASA
Nomor : KS. xx/XX-x/xXxx

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP ¢ XXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX

Pangkat/Gol. Ruang ¢ Xxxxxxxxx Xxxxxx (XX/x)

Jabatan ¢ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Unit Kerja § XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

Memberikan kuasa kepada

Nama/NIP © XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX
Pangkat/Gol. Ruang ¢ Xxxxxxxxxx (XX/x)

Jabatan © XXXXXXXKX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Unit Kerja ' - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

untuk XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Nama lengkap Nama lengkap
NIP 080040273 NIP 080040272



- Lampiran : 22

SURAT PERJANJIAN
Nomor ¢ SP. xx/TI-UM/>00¢¢
Tanggal @ xx XXX XXXX

ANTARA

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN

DENGAN

YOO XK XK

Pada hari ini xxxx tanggal xxx xxxxx xxxx bulan xxxi tahun xxxx iXxx Xxxx, telah diadakan
perjanjian antara :

1. Nama 2l XXXXXXXXX XXXXXXX.
NIP T OXXXXXXXXX
Jabatan © XN XXXX XXXX XIOXXXXX XXXXXKKK XXXXXXXXXXXXX.
Alamat - XXXXXXOOOOKK  XIOXXKXXKXKK  KXXXKIOKXKXX  XXXXHXXXXXKK  KXXHKXXHOXX
XXXXXXXXXXKXXXXXKX .

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama © XXXXXXXXXXIKKXK KXXXXXXXXXXXX.
Jabatan = XOOXXXXXXXXOEHXXX XXXXXXXXXXXXK XXXXXXXXXXXXX.
Alamat - Jalan Xxooxxxxxxx Xxxxxxxxxx No. xx

Jakarta Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan :

1. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXK XXXXXXXX XXXXXXXXXX No. : xxoooxxxxxxxx tanggal xx
XXXXXXXXXX XXXX,

2. XXOOXXXXXXXX XXXXXXK XXXXXXXXXK XXXXXXXXX  XIXKXXXXX No. : xxxooxxxxxx tanggal xx
XXXXXXXHXXXXXX XXXX;

3. XXXXXXXXXXXXK XXXXXXXXXX XXXXXK XXXXKXXXXK XXXXXXKXXX NO. : xxxxxxxxxxxx tanggal xx
XXXXXXXXXXX XXXX,

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXOOXXXXXXXXX yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

/Pasal 1 ...



DEPARTEMEN KEHUTANAN L e
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

Nomor 1 S.Xx/ XXX X/2006 X X0000OX X0
Lampiran

Hal : Surat Perintah Mulai Kerja

Kepada yth.

Direktur Utama PT. SARANA INFORMATIKA
Jalan Soekarno Hatta Nomor 75
Jakarta Selatan

Memperhatikan Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Sistem Informasi
Kearsipan Departemen Kehutanan Tahun 2006 Nomor : SP. 324.1/DIPA/9/2006 tanggal 8

September 2006, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selambat—lambatnya_dalam waktu 3 ( tiga) hari terhitung sejak ditandatangani Surat
Perjanjian/Kontrak harus sudah mulai menyusun Laporan Pendahuluan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Sistem

Informasi Kearsipan Departemen Kehutanan Lampiran 3 Angka XI.1.

2. Laporan Pendahuluan dimaksud agar diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ini.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
DIPA Xx000¢ Xx000K XK XXXX
XOOOOOK. KIOOOOOOROKKX
Dephut Tahun 2006

Nama Lengkap
NIP 080036077



KETIGA :X>oooooo<>oooooa>oooooo<>ooooo<>oomooo<>ooo<x>oooooa>ooooooo<
YOOTOOOK. YOOOOKK .
KEEMPAT + X30000000X  XOOOOOOOIKX OOOOOODOVOOVOCOK XK XOOOOK X0

KELIMA :X>ooooooooo<>ooooooo<>ooooooooo<>ooooooo<>oooooooo<>oooooooo<

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal @ XX XX0000X XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
2. XX00000D0OX XXX XIOOOOOOXNKK s
3. XX00000000XK XXOOOOOOOXX XX0000OOOONX XXOOOOXKK



KETIGA :X>oooooo<>oooooo<>oooooo<>ooooa>ooooooo<>ooo<x>oooooo<>ooooooo<
YOO JOOOOOOXX .

KEEMPAT + Y0000 XOOOOOOOX IOOOOOOOOOOOOBOONK. XXX X0 XXX
)0000000(>00000000<>000000000<>0000000<>0000000<>ooooo<>oooo<

KELIMA :x>oooo00000<>ooooooo<>ooooooooo<>ooooooo<>oooooooo<>oooooooo<

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal @ XX XX00000X XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :



DEPARTEMEN KEHUTANAN it 15

SEKRETARIAT JENDERAL

PENGUMUMAN
Nomor : PG. x0¢/II-PEG/xxxx

TENTANG

YOOXXX XXXXXXXX YOOOOXX XXX XXHXXXX
YOO XXXKXX

3 XMW_WDOOO()O(XXXWXXXXXXXXXXWXXXXXXXMXW
WWWNXWWXXXXXXXMXWMXWXXXXXXXW

OOOOOKX

4, WWWWWWWWW
XOOKX

Y0000 YOOOK YOOOXK XXX

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal XX XXX XXX

Sekretaris Jenderal

Nama Lengkap
NIP 3000000XXX

Tembusan :



DEPARTEMEN KEHUTANAN Lampiran: 13

SEKRETARIAT JENDERAL

XX OO XXX

SURAT IZIN
Nomor : SI. xx/1I-UM/>000

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama/NIP XX, X00000000000X, X.X, [ XOOOOCOX
Pangkat/Gol. Ruang 1 X000 XXX
Jabatan + XX00000000K. XX XSOV

memberikan izin kepada :

Nama/NIP © XK. Y00000000COTK [ YOO
Pangkat/Gol. Ruang 2 XN
Jabatan : OO0 XIOODOTHIXK XIOOOONNK. XIOOVOOXKKX,

uNtUk XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXOOOOEIXHK. KXHKXXXKXHK XXX KX XXKKXKXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Demikian surat izin ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal

Nama Lengkap
NIP X000000KXX -

Tembusan :



KETIGA :X>oooooa>oooooo<>oooooo<>ooooo<>ooooooo<>oooo<>oooooo<>ooooooo<
OOOOOK YOOOOIOOKK s

KEEMPAT + XX00000000K YOO XXX YK YOO XX
>ooooooo<>oooooooo<>ooooooooo<>ooooooo<>ooooooo<>ooooo<>oooo<

KELIMA :X>ooooooooo<>ooooooo<>ooooooooo<>ooooooo<>oooooooo<>oooooooo<

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal @ xx XXX X0

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

2: X>ooooooo<xxx)oooooooo<Xx>oooo<>0000<
3 X>oooo<>0000<X>000000000<X>oooo<>0000<xX>oooooo<



KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal XX XXX 300X

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP
Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :



KETIGA :x»ooooo<>oooooo<>oooooo<>ooooo<>ooooooo<>oooo<>oooooo<>ooooooo<

KEEMPAT :X>ooo000000<)odoooooooo<>ooooooooooooooOOO<>oo<>ooooo<>ooooo<

KELIMA :X>000000000<)0000000(>000000000<>oooo<>00()00000000(700000000<

Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal < X0OX XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP

salinan Peraturan ini disampaikan kepada :



KELIMA :X>ooooooooo<>ooooooo<)ooooooooo<>ooooooo<>ooooooo0(>oooooooo<

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : XX XX0000X XX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. X000000X XXOOOOOOO0X.



KEEMPAT « X0000OCOK IO XIOOOOOOOBICCOONK XXX YOO JOOOXKXK
OO0 YOOOOONK YOOIOOOK XX YOOI YOO XXX
KELIMA + X500000000XK  YOO000K YOOV XIOOOOK  XOOOOOXX XXX

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :x X000 XXX

MENTERI KEHUTANAN

NAMA LENGKAP

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. X000000K X000,

2. XD0000000X XXX XX«

3. X500000000X XXX XXX XXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN _ _
SEKRETARIAT JENDERAL @

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501-04, Faksimile 5738732

Nomor : UN.oo/UM-1/x000x XX XK XXX
Lampiran
Hal + YOO XXODOKXXXKX
SOOOOIOKIKK
Kepada yth.

1. X0000000XX XXX

Jakarta

XWWXXXXXXXWXXXXXXXXXXXDOO(XXXXD(XXXXXXXXXXWXW
WWWWXXXWXXWXXWM

YOOOOOK XDOOOOKIOK XXX 2

Hari/tanggal - 1 XXX, XX XXX XHXXX

Waktu : Pukul xx.xxx XXX — selesai.

Tempat « X500000K XIOOOXXX XXXIOOK XXX«

Acara 000000X  YOOOR00X  XOOXX  XOOXNK XXX X000
ODOOOOOONKX.

Pemimpin rapat 1 X000 XXX XXX

XXX XIODOXXXKIKXX OOOOOONNK. XOKXXKXK XOOOOKX
OOOOOIK. XXOOOOOKIKRK XXXXXXXKX XXX

OO XOOXICONX JOOOXXXKX XXKXKKXX YOOI XXX IOOKX o

Kepala Biro Umum i

Nama lengkap
NIP 080036077

Tembusan :
X30000K XXX XXX



DEPARTEMEN KEHUTANAN P g
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto — Jakarta, 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5704501 — 04, Faksimile 5738732

XX X000 XXX
Kepada yth.
1. X000000000K XOO00000X
2. X0000000000K XXO000OOO0XK
3. X00000000000X XXX
di
Jakarta
SURAT PENGANTAR
Nomor : SP. xx/UM-1/x0x
No. Jenis Hal Banyaknya Keterangan
SK. Menteri Kehutanan Penyempurnaan Pe- | 20 (dua -
No. : 10295/Kpts-11/2006 | doman Tata Persu- | puluh)
ratan Dinas Depar- | buku.
temen Kehutanan
Tanggal diterima " a.n. Kepala Biro Umum
Kabag TU Departemen
Waktu s Pulad ... u.b.

Yang menerima

Nama lengkap
NIP

Kepala Sub Bagian Persuratan

Nama lengkap
NIP



DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Lampiran : 2
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 i

Telepon : 5704501-04, Faksimile 5738732

XX XXXXXXX XXXX

NOTA DINAS
Nomor : ND. x0/UM-1/x0x

Kepada yth. : Sekretaris Jenderal

Dari : Kepala Biro Umum
Lampiran : Satu berkas
Hal : Net konsep penyempurnaan Pedoman Tata Naskah Dinas

Departemen Kehutanan

Y0000 JOOOOOTOOKK KOOIV JOCOOCCOCXX  XOOOOKK MK XXX
WWWWWWW

OOOOOOK XOOOOOOOOKKK  IOOOOOONKXKK 2
I.WWWWWW
WWWWWW

Kepala Biro Umum

Nama Lengkap
NIP 080037875
Tembusan :
1. Xo0000000K XdXOO00000X
2. X0000000K XIOOOOOOCOKK



31,
32.
K& 3
34.
35.
36.
37.

Contoh format Formulir .
Contoh format Piagam
Contoh format Sertifikat

.Contoh format Berita Telepon

Contoh format Faksimile
Kode Jenis Naskah Dinas
Kode Jabatan/Unit Pengolah,

Laf'npirah 31 -
La{npiral;n 32 4
Lampir_ar:m 3.3 ‘
Lahpiraﬁ 34
Lampiran 35 -
Lampiran 36
Lampiran 37,



"

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

Lampiran 1

PUSAT INVENTARISASI DAN PERPETAAN HUTAN




.

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

PUSAT INVENTARISASI DAN PERPETAAN HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7
Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : (021) 5730195, Faksimili : (021) 5730195

Lampiran 2




TR

DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU

Lampiran 3




DEPARTEMEN KEHUTANAN
N DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

~
(S BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU
Telepon/Faksimi: o0 fasax




DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR




DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
g& BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR
> Telepon (431) 8667230, aksimill (031) 8671985




DEPARTEMEN KEHUTANAN
ga DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

>




DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Jalan Jawa No. 36, Jember - 68101
Telepon : (0331) 335079, Faksimili (0331) 3355841

Lampiran 8




DEPARTEMEN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Lampiran - 9
- a
SURAT PERINTAH TUGAS
: Nomor : PT. 333/11-PEG/2007
’ Dasar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P. 13/Menhut-I/2005 jis

Nomor P. 17/Menhut-II/2005 jis Nomor P.35/Menhut-II/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 74/Menhut-1I/2006
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan.

3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
No. : PT. 555/1I-PEG/2007 Tanggal 21 Juli 2007 kepada Kepala
Biro Kerjasama Luar Negeri. ;

MEMERINTAHKAN :
Kepada : Nama/NIP o Xxxxxxxx,X.X., 0800222444
Jabatan : Kepala Biro Urnum, Sekretariat Jenderal

Departemen Kehutanan.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala ABiro.
Kerjasama Luar Negeri disamping tugas pokoknya sebagai Kepala
Biro Urnum mulai tanggal 5 sd. 20 Agustus 2007

2. Menunjuk pejabat Eselon III lingkup Biro Kerjasama Luar Negeri
untuk melaksanakan tugas-tugas rutin Biro Kerjasama Luar Negeri.

Dernikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta :
Pada tanggal : 1 Agustus 2007

Sekretaris Jenderal

Ir. Xxxx X Xxxxxxxxxxxxx, M.Sc.
NIP 080000111
Tembusan : i
- 1. Menteri Kehutanan
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
- 3. Pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Dephut.
4. Pejabat Eselon III lingkup Biro Kerjasama Luar Negeri.




DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYR ALAM BALI

Lampiran 10

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : PT. /BKSDA.BALI-1/2007

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P. 13/Menhut-I1I/2005 jis

Nomor P. 17/Menhut-1I/2005 jis Nomor P.35/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 74/Menhut-1I/2006
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan.

3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam No. : PT. 111/IV-SETDITJEN/2007

tanggal 1Agustus 2007.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :  Nama/NIP o Ir Xx Xxx Xxxxxxxx Xxxx, 080000999
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Bali.
Untuk . Melaksanakan tugas Mewakili Kepala Seksi Rencana dan Program

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali mulai tanggal sampai 3 sd. 6
Agustus 2007 disamping tugas pokoknya sebagai Kepala Sub Bagian
Tata Usaha BKSDA Bali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Agustus 2007

Kepala Balai

Ir. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, M.M.
NIP 080000111

Tembusan :

I
2
3.

Sekretaris Ditjen PHKA.
Kepala Biro Kepegawaian
Pejabat Eselon IV lingkup BKSDA Bali.




e k

-
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PUSAT INVENTARISASI DAN PERPETAAN HUTAN

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : PT. 222/VII-SETBADAN/2007

Peraturan Menteri Kehutanan No. : P. 13/Menhut-11/2005 jis
Nomor P. 17/Menhut-1I/2005 jis Nomor P.35/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 74/Menhut-11/2006
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan.

Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
Nomor : S. 222/BPKH.1.-1/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang
usul penunjukan pejabat Pelaksana Tugas.

MEMERINTAHKAN :
Nama/NIP o Ir Xx Xxx Xxxxxxxx Xxxx, 080000999
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPKH

Wilayah I Medan.

Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Rencana
dan Program pada BPKH Wilayah I Medan mulai tanggal sampai 5
Agustus 2007 sampai ditetapkan pejabat definitif Kepala Seksi Rencana
dan Program BPKH Wilayah I Medan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan :

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 2007

Sekretaris Badan

Ir. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, M.M.
NIP 080000111

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
2. Kepala Biro Kepegawaian
3. Kepala BPKH Wilayah I Medan.
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1. Stempel Paraf Koordinasi naskah dinas yang ditandatangani Menteri Kehutanan

Paraf Koordinasi

Jabatan Paraf

Tanggal

Menhut

Sekjen.

Kepala Biro ....

Kepala Bagian

B IS IS

Kepala Sub
P

Penyusun
Konsep.

2. Stempel Paraf Koordinasi naskah dinas yang ditandatangani Pejabat Eselon I

Paraf Koordinasi
No. Jabatan Paraf Tanggal
L Dirjen ........
2. Sekditjen
3. Direktur....
4. Kasubdit ...
. Kepala Seksi.
6. Penyusun
Konsep.




3. Stempel Paraf Koordinasi naskah dinas yang ditandatangani pejabat Eselon II, III dan IV

[ 3]

Paraf Koordinasi
No. Jabatan Paraf Tanggal
1. Kepala Biro .....
2. BaDa ..o
3, Kasubbag ........
4. Penyusun
Konsep........ok




